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Pertemuan ke 1:

1. TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA
A. Pengertian sengketa
· Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pertikaian, perselisihan, perbantahan atau perebutan.
· Sengketa sering juga disebut dengan perkara karena adanya pertentangan kepentingan antara pihak yang satu dengan pihak lain yang saling berselisih, memperebutkan sesuatu.
· Mempersengketakan juga berarti memperkarakan melalui pengadilan.
Ciri-ciri sengketa:
· Sekurang-kurangnya terdapat dua pihak
· Masing-masing pihak menganggap dirinya sebagai pihak yang benar
· Terdapatnya bukti yang saling berlawanan
· Penyelesaiannya memutuhkan pihak ketiga yang independen (pihak yang dianggap lebih netral).
B. Peyebab munculnya sengketa
· Tidak terdapatnya bukti hak yang sah secara hukum
· Hilang/musnahnya alal-alat pembuktian yang diperlukan
· Masing-masing pihak mempunyai bukti yang meyakinkan
· Kesalahan penafsiran terhadap hubungan hukum tertentu
· Salah satu pihak ingkar janji/wanprestasi atau melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum
· Tidak ada/kurang jelasnya kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan sebelum pelaksanaan suatu hubungan hukum
· Salah satu pihak/keduanya lidak teguh pada komitmen semula.
· Menunda-nunda dilakukan pembagian (khusus dalam kasus warisan).
C. ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
1. Penyelesaian sengketa melalui lembaga formal (lembaga peradilan/litigasi)
a. Pengadilan Negeri;
b. Mahkamah Syar'iyah;
c. Pengadilan Tala Usaha Negara,dan;
d. Pengadilan Militer.

2. Penyelesaian sengketa melalui lembaga non formal (di luar pengadilan/non litigasi)
a. Negosiasi;
b. Mediasi;
c. Arbitrasi;
d. Musyawarah adat.


2. DUA JALUR PENYELESAIAN SENGKETA
A. PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA FORMAL/PERADILAN (LITIGASI)
a. PERADILAN UMUM : PN, PT dan MA
b. PERADILAN AGAMA : PA(MS), PTA (MS Aceh dan MA.
c. PERADILAN TATA USAHA NEGARA : PTUN, PT-TUN, MA.
d. PERADILAN MILITER : MM, MMP-MTM, MA.
KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI
· Semua perkara pidana yang dilakukan oleh warga sipil (bukan anggota militer), kecuali perkara jinayah yang dial:dalam qanun (kewenangan Mahkamah Syar'iyah).
· Perkara perdata yang tidak termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah;seperti: masalah pertanahan, sengketa milik, hubungan industrial, perdagangan, perpajakan, perbuatan melawan hukum, sengketa milik, sewa menyewa, jual beli, dan lain-lain
· Penyelesaian sengketa sertifikat hak atas tanah pada PN bukanlah masalah sertifikat hak atas tanah,melainkan kepentingan masyarakal yang dirugikan akibat keluarya sertifikat.
· Pokok sengketanya adalah sengketa hak milik dan bukti kepemilikannya berupa sertfikat sebagai salah satu alat bukti.
· Bila dalam sualu kasus terdapat bukti kepemilikan sertifikat ganda, maka akan dinilai oleh hakim PN, bukti mana (sertifikat mana) yang benar dan sah.
· Bila salah satu sertifikat tidak benar, maka hakim hanya menyalakan bahwa sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukumnya.

· Pengadilan Negeri hanya berwenang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan pencabutannya tetap dilakukan oleh BPN atas permohonan pihak yang berkepentingan.
· Bila suatu sertifikat terdapat cacat administratif dalam pembuatannya, maka merupakan wewenang PTUN untuk membatalkan.
· Kekuatan hukum terhadap sertifikat memnpunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Artinya harus dianggap benar sebagai alat bukti sebelum dinyatakan sebaliknya oleh pihak yang berwenang.
· Meskipun sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat,namun masih dimungkinkan pembuktian sebaliknya dengan alat-alat bukli lain. Misalnya, dengan saksi, pengakuan, persangkaan atau dengan sumpah di depan hakim.
KEWENANGAN MENGADILI MAHKAMAH SYAR'IYAH
· Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara bagi orang yang beragama Islam(UU No.3/2006), meliputi:
1. Perkawinan dan perceraian
2. Kewarisan
3. Perwalian
4. Wakaf,hibah,wasiat dan shadaqah
5. Ekonomi Syariah
6. Persoalan yang menyangkut tindak pidana tertentu (khamar, qanun 12/2003, maisir. qanun 13/2003, khalwat, qanun 14/2003).
Persoalan tanah yang ada kaitannya dengan Mahkamah Syar'iyah
· Harta warisan yang berupa tanah atau harta benda lainnya
· Tanah sebagai harta bersama suami isteri
· Objek wakaf, hibah dan wasiat yang berupa tanah
· Persoalan hukum yang berkaitan dengan perekonomian syariah yang objek perjanjiannya berupa tanah.

KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)
· Kewenangan PTUN adalah perbuatan tata usaha negara/keputusan pejabat tata usaha Negara (Beschikking).
· Contoh: Keputusan tata usaha negara adalah pembuatan sertifikat hak atas tanah oleh BPN,Keputusan Bupati/Walkot tentang ganti rugi tanah,sehingga jika ada sengketa terhadap sertifikat hak atas tanah yang berhak memeriksa dan mengadili adalah PTUN.
· Bila dengan keputusan pejabat TUN menimbulkan kerugian bagi pihak lain,maka gugatan diajukan kepada Pengadilan TUN dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterima/diumumkan keputusan pejabat tersebut, tetapi bila telah lewat waktu maka PTUN tidak dapat menerima gugatan, begitu juga dengan PN karena bukan wewenangnya.
PEMBATALAN KEPUTUSAN GANTI RUGI TANAH
· Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat membebaskan tanah dengan ganti rugi apabila membutuhkan tanah untuk kepentingan umum, dan jika terbukti bahwa penggunaan tanah tersebut bukan untuk kepentingan umum, maka yang berkepentingan dapat meminta pembatalannya melalui PTUN dengan cara mengajukan gugatan kepada PTUN yang bersangkutan.
PERMOHONAN PEMBATALAN SERTIFIKAT MELALUI PTUN
· Apabila seseorang merasa dalam penerbilan sertifikat terdapat cacat hukum,maka dapat mengajukan pembatalan hak atas tanah kepada PTUN.
· ANGKeputusan pembatalan hak atas tanah dapat dimohonkan oleh yang berkepentingan karena Cacat Hukum Administratif alau oleh pejabat yang berwenang lanpa permohonan.
KRITERIA CACAT HUKUM ADMINISTRATIF

1. Kesalahan prosedur
2. Kesalahan penerapan peraluran perundang-undangan
3. Kesalahan subjek hak
4. Kesalahan objek hak

5. Kesalahan perhitungan luas
6. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah
7. Data yuridis atau data fisik tidak benar
8. Kesalahan lainnya yang bersifat administratif.

B. PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA NON FORMAL (NON LITIGASI)
· Negosiasi adalah perundingan di antara dua pihak atau tanpa bantuan pihak lain dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa.
· Mediasi adalah perundingan antara dua pihak alau lebih dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa.
· Pihak ketiga yang bersifat netral disebut mediator yang diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
· Mediator berperan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.
· Arbitrasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui hakim ad.hoc. yang ditunjuk oleh masing-masing pihak satu orang serta ditunjuk orang ketiga oleh mereka. Penyelesaian sengketa dengan cara ini telah disepakati sebelumnya dalam suatu perjanjian tertulis.
· Penyelesaian dengan cara arbitrasi ini biasanya lerhadap kasus perdagangan yang membutuhkan suatu putusan yang cepat,final dan mengikat yang tidak diberikan kesempatan untuk banding.
Pertemuan ke 2
Kelebihan Dan Kekurangan Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi Dan Litigasi
A. KELEBIHAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI SISTEM LITIGASI
1. Memiliki prosedur (hukum acara) acara yang jelas;
2. Adanya kepastian hukum;
3. Mempunyai upaya paksa (esekusi) jika pihak yang kalah tidak bersedia mantaati putusan;
4. Memiliki aparat pelaksana yang terkontrol dalam proses (hakim, panitera, jurusita).

5. Memiliki landasan yurisdis yang relatif lengkap dalam setiap tingkatan proses penyelesaian(proses pada tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi).
KELEMAHAN SISTEM LITIGASI
1. Prosesnya	berlarut-larut,	sehingga	membutuhkan	waktu	yang	lama	untuk mendapatkan putusan yang final dan mengikat
2. Biaya yang dibutuhkan relatif lebih mahal
3. Dapat menimbulkan ketegangan/rasa permusuhan antara para pihak yang berperara;
4. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan para pihak yang berperkara;
5. Pengetahuan dan kemampuan hakim yang memeriksa perkara yang lerbatas;
6. Tidak terjaminnya integritas dan kenetralan aparat pengadilan;
7. Kurang mampu meng-akomodasikan kepentingan para pihak
8. Sistem administrasi dan birokrasi peredilan yang lemah;
9. Lemahnya sistem pengawasan terhadap jalannya proses peradilan;
10. Putusannya kemungkinan tidak dapat diterima oleh pihak yang kalah karena dirasakan tidak adil.
B. KELEBIHAN SISTEM NON LITIGASI

1. Waktu yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian relatif lebih cepat
2. Penuh kekeluargaan antara para pihak yang bersengketa.
3. Prosesnya sederhana dan mudah.
4. Biaya yang dibutuhkan relatif lebih murah;
5. Teknik dan tata cara penyelesaian sesuai dengan budaya masyarakat setempat.
6. Tidak adanya birokratis dalam proses penyelesaian;
7. Sukarela dan konsensual (berdasarkan kesepakatan para pihak)
8. Fleksibel dan tidak kaku (formal)
9. Melibatkan partisipasi aktif para pihak dan sumber daya yang mereka miliki.
10. Bertujuan mempertahankan hubungan yang baik antara para pihak yang bersengketa.

KELEMAHAN SISTEM NON LITIGASI
1. Proses pelaksanaan putusan tidak mempunyai daya paksa.
2. Proses penyelesaiannya tidak memiliki aturan yang baku (hukum acara)

3. Keterbatasan dukungan yuridis terhadap proses dan hasilnya, termasuk terhadap eksekusi perjanjian yang dihasilkan.
4. Belum membudayanya/masih terasa asing memilih penyelesaian sengketa melalui lembaga non litigasi.
5. Telah mengkristalnya dalam masyarakat bahwa penyelesaian sengketa hanyalah melalui lembaga peradilan.
6. Belum lersedianya para mediator yang terampil dan berpengalaman dalam proses penyelesaian sengketa melalui lembaga non litigasi.
Pertemuan ke 3.

TATA CARA MEMPELAJARI KASUS
· Adanya perkara pada pengadilan disebabkan oleh adanya sengketa antara para pihak yang bersangkutan. Bagaimana memperkarakannya ke pengadilan sangat tergantug kepada kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat.
· Perlunya mempelajari kasus karena menyangkut dengan lebaga peradilan mana yang berwenang untuk enanganinya, baik berkaitan dengan konpetensi absolot maupun relatif.
· Berbedanya kasus menunjukkan berbeda pula cara penanagnannya, misalnya: apakah berbentuk gugatan atau permohonan.Penangan antara gugatan dengan permohonan tentu sangat berbeda.
· Penangan antara kasus sengketa milik dengan perbuatan melawan hukum,tentu akan berbeda dengan perceraian,harta bersama atau perkara warisan. Hal ini karena di samping berbedanya lembaga pengadilan, juga berbeda teknik penangannya,terutama teknik pembuatan gugatan dan proses pembuktiannya.

Pertemuan ke 4.

Tata Cara Membuat Surat Kuasa Khusus
Surat kuasa khusus adalah dokumen hukum yang memberikan wewenang sangat spesifik kepada seseorang (penerima kuasa) untuk melakukan tindakan hukum tertentu demi dan atas nama pemberi kuasa. Berbeda dengan surat kuasa umum, surat kuasa khusus hanya untuk satu kepentingan atau lebih yang sangat jelas dan terbatas, biasanya untuk mewakili pemberi kuasa dalam urusan pengadilan. 
Tujuan Utama Surat Kuasa Khusus
Memberi Wewenang untuk Tindakan Tertentu: Memberikan kuasa untuk satu atau beberapa tindakan spesifik, seperti mewakili di pengadilan, mengajukan gugatan, menjawab gugatan, mengajukan bukti, dan sebagainya. 
Mewakili di Pengadilan: Sering digunakan dalam perkara perdata untuk mewakili pemberi kuasa di pengadilan, mulai dari pemeriksaan persiapan, persidangan, hingga upaya banding dan kasasi. 
Ciri-ciri Surat Kuasa Khusus
Spesifik dan Terbatas: Wewenang penerima kuasa sangat terbatas pada objek dan subjek yang jelas serta tindakan-tindakan yang disebutkan secara rinci. 
Dasar Hukum: Diatur dalam Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan ketentuan hukum acara perdata. 
Contoh Tindakan yang Bisa Dikuasakan 
Menerima, mengajukan, atau mencabut gugatan.
Menghadiri sidang atau proses persiapan di pengadilan.
Mengajukan atau menolak bukti-bukti dan saksi.
Mengajukan kesimpulan.
Meminta salinan putusan dan/atau melakukan upaya hukum banding atau kasasi.
Perbedaan dengan Surat Kuasa Umum 
Surat Kuasa Khusus: Hanya untuk urusan tertentu dan terbatas pada tindakan yang disebutkan.
Surat Kuasa Umum: Memberikan wewenang yang lebih luas untuk mengurus berbagai kepentingan pemberi kuasa secara umum, tidak terikat pada satu urusan saja.
	
Pertemuan ke 5.

TATA CARA MEBUAT SURAT GUGATAN

A. Pengertian Gugatan
· Gugatan adalah Suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengajukan atau menggugat permasalahan karena telah terjadi sengketa, baik secara lisan maupun tertulis kepada Pengadilan, pihak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan disebut sebagai Penggugat, sedangkan pihak lain yang digugat dalam suatu perkara dalam Pengadilan disebut sebagai Tergugat.
Dengan demikian maka gugatan adalah suatu cara untuk mendapatkan hak yang dikuasai orang lain atau yang dilanggar orang lain, melalui pengadilan. Dengan kata lain gugatan adalah surat yang dibuat oleh pihak yang merasa hak/kepentingan hukum dilanggar atau dirugikan (penggugat) oleh tergugat, yang ditujukan ke Pengadilan dan disertai permintaan memeriksa dan memutus agar tergugat dipaksa memulihkan hak penggugat yang dilanggamya serta memenuhi kewajiban kewajiban lainnya akibat dari dilanggarnya hak penggugat tersebut. Hal yang terpenting untuk diketahui, bahwa gugatan merupakan tuntutan hak yang mengandung sengketa. Inilah yang membedakan dengan permohonan. Meskipun keduanya dilakukan di muka persidangan dengan menggunakan prosedur hukum acara perdata yang sama, namun keduanya memiliki perbedaan yang tegas.

Untuk lebih jelasnya dapat di sampaikan sebagaimana tabel berikut: Tabel : Perbedaan antara gugatan dan permohonan.
	No
	GUGATAN
	PERMOHONAN

	1
	Terdapat konflik kepentingan antara pihak
yang satu dengan yang lain
	pihak  Kepentingan  sepihak  dan
tidak ada kepentingan pihak lain

	2
	Pihaknya terdiri dari:
Orang yang melakukan gugatan di sebut sebagai penggugat sedangan orang yang
digugat disebut dengan tergugat
	Pihaknya terdiri dari satu pihak, yaitu pemohon

	3
	Adanya sengketa
	Tidak ada sengketa

	4
	Pihak ketiga dapat ditarik sebagai pihak lawan
	tidak ada pihak ketiga yang ditarik
sebagai pihak lawan

	5
	Tersedianya upaya banding dan kasasi untuk
memeriksa putusan
	Tidak	dapat	dilakukan	upaya
banding maupun kasasi

	6
	Produk	yang	dikeluarkan  adalah  putusan
pengadilan
	Produk yang dikeluarkan adalah
penetapan pengadilan

	7
	Disebut sebagai contentiosa atau
gugatan sebenarnya
	Disebut  sebagai vouluntair atau
gugatan sukarela

	8
	Sebelum upaya pembuktian terdapat acara jawab menjawab, bantah membatah diantara kedua belah pihak, baru kemudian diadakan
pemeriksaan bukti-bukti.
	Tidak ada upaya jawab menjawab, bantah membantah, melainkan hanya pembuktian

	9
	Tersedia upaya hukum banding dan juga kasasi
	Tidak lersedianya upaya hukum
banding, melainkan hanya kasasi

	10
	Contoh gugatan
1. Gugatan sengketa warisan
2. Sengketa hak milik
3. Sengketa kepailitan
4. Sengketa	Penyalahgunaan	wewenang penguasa
5. Gugatan wanprestasi
6. Gugatan ganti rugi
	Contoh permohonan
1. Permohonan izin poligami
2. Permohonan		izin melangsungkan perkawinan	tanpa	izin orang tua
3. Permohonan	pencegahan
perkawinan



	
	7. Gugatan perceraian
8. Gugatan melawan hukum
	4. Permohonan	dispensai nikah
5. Permohonan	pembatalan perkawinan
6. Permohonan pengangkatan wali
7. Permohonan	penegasan pengangkatan anak
8. Permohonan	pemeriksaan yayasan
9. Permohonan pembuatan PT




SYARAT-SYARAT DALAM MEMBUAT GUGATAN
1. SYARAT FORMAL GUGATAN
a. Ditujukan sccara tertulis dalam bcntuk suatu surat gugatan
b. Ditujukan kepada ketua pengadilan selempat, yakni ketua pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan
c. Memuat keterangan/identifikasi yang lengkap, baik mengenai penggugat maupun tergugat
d. Memual dasar-dasar/ alasan-alasan tuntutan (fundamental potendi/posita) serta petendi/tuntutan (petitum)nya memenuhi syarat-syarat:
1) Jelas dan terang maksudnya
2) Rasional dan masuk akal
3) Disetai/dilandasi dengan fakta-fakta bukti-bukti perkara yang asli/autentik
4) Dilandasi dengan kejadian-kejadian materialnya yang lengkap den inheran
5) Dilandasi dengan dasar-dasar hukum yang rasional
e. Berisi tuntulan yang wajar/layak : tidak mengandung pemerasan
f. Bermaterai
g. Bertandatangan Penggugat/kuasanya (Khamimuddin 2010:4)

2. SYARAT MATERIL GUGATAN
a. Berdasarkan fakta-fakta yang sebenamya (dapat dibuktikan kebenarannya)

b. Menyebutkan/memaparkan/menggambarkan uraian yang benar mengenai fakta- fakta kejadian materiil.
c. Pengajuan gugatan dilandasi dengan akal sehat atau logika kewajaran yang patut bcrdasarkan kerugian yang diderita oleh penggugat.
TEORI CARA MEMBUAT GUGATAN
Pertama, Teori Subtantierings Theorie: teori menyatakan bahwa gugatan itu harulah diuraikan sejarah peristiwanya, hubungan kerjanya. Atau dalam kata lain gugatan selain harus menyebutkan peristiwa-peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, juga harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukwn tersebut. Sedangkan yang kedua adalah teori Individualiseringts theorie. Teori menyatakan bahwa gugatan cukup menunjukknn hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tanpa harus disebutknn sejarahnya (Mr. Tresna, 1976; 160). Senada dengan hal tersebut Sudik.no Mertokusumo, 1979:31-32) menyebutkan bahwa teori ini cukup disebut peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului dan menjadi sebab timbulnya kejadian-kejadian tersebut. sejarah terjadinya atau sejarah adanya pemilikan hak milik alas benda itu tidak perlu dimasukkan dalam gugatan karena hat itu dapat dikemukakan dnlam persidangan dengan disertai bukti-bukti seperlunya. Lebih lanjut Jeremias mengatakan mengatakan 10 prinsip pokok membuat gugatan:
1. Cara berpikir Distinktif
Suatu ciri khusus seorang ahli hukum haruslah mempunyai kemnmpuan berpikir distinktif, tepat, teliti dan terkristalisasi. Selain itu dituntut pula ketajaman dan kelihaian dalam menangani suatu perkara (schuyt, law as communication, diterjemahkan oleh Nico Ngani, hukum sebagai alat komonikas. 1998:8). Berpikir distinktif dalam gugatan sangatlah penting, kata distinktif berasal dari bahasa Inggris artinya jeles, terang, nyata. Berbeda dengan (John M.Echols dan Hasan Sadily, 1990: 189). Berpikir distincktif maksudnya adalah berpikir secara lerang, jelas, nyala, tidak mengacaukan hal yang satu dengan yang lainnya, dan tidak membingungkan para pembacanya. Contoh berpikir secara distinktif dalam membuat gugatan sebagaimana berikut:
A Misalnya menggugat B karena si B menempati tanahnya si A secara melawan hukum. Dalam gugatannya, A harus jelas menyatakan tanahnya terletak dimana, luasnya berapa,

persil berapa, serta batas-batasnya dimana. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979 No 1149/1979.
2. Dasar Hukum
Dalam membuat surat gugatan, bukan asal membuat atau menyusun gugatan hanya sekedar untuk mencari perkara. Membuat gugatan kepada seseorang harus diketahui terlebih dahulu dasar hukumnya. Dasar hukum ini herupa peraturan perundang- undangan, doktrin-doktrin, praktek peradilan atau kebiasaan. Gugatan tidak. ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim. Sebab, dalam memutus perkara secara baik hakim berpegang kepada tigal hal yaitu : kepastian hukum, manfaat dan keadilan (Sudikno Mertokusumo, 1986: 130)
3. Yang dimaksud dengan klasifikasi hukum adalah kemampuan para pihak atau ahli hukum dalam menggolongkan atau mengkatagorikan klasifikasi hukum tersebut. apakah suatu gugatan itu dapat diklasifikasikan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum, gugatan wanprestasi, atau dapat digolongkan menjadi peristiwa perdata, pidana atau menjadi obyek Pengadilan Tata Usaha Negara.
4. Penguasaan Hukum Materiil
Hukum acara perdata (hukum formal) mempunyai tujuan untuk menegakkan hukum materiil. Oleh karena itu dalam membuat gugatan, penguasaan hukum materiil sangat menentukan untuk dinyatakan dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan. Sebab yang diperdebatkan jika terjadi gugat menggugat. di pengadilan adalah tentang hukum materiilnya.
5. Bahasa Indonesia (membahaskannya)
Dalam membuat gugatan faktor penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini sangat menentukan sukses tidaknya suatu gugatan. Sebab
dengan titel pengosongon tetapi putus hubungnn sewa menyewa atau wanpretasi. Sebab tidak logis bahwn seseorang yang kaya hanya menempati rumnh orang tanpa sewa, walaupun kenyataannyn benar-benar demikian.
8. Ketelitian
Ketelitinn dalam hal membuut surat gugatan sangat diperluknn. Sebab salah knta, salah istilah, salah kalimat akan mengubah pengertian dan akibatnya fatal, yaitu gugatan dinyatakan di tolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim. Masalah ketelitian ini menyungkut banyak hal. Misalnya, subyek gugatan, obyek gugatan, dusar hukum, teori-teori, penggunaan istilah-istilah, sitematika, penyebutan tahun dan segalanya.

9. Singkat padat tetapi mencakup
Membuat gugatan atau jawab menjawab dalam berperkara ibarat tinju, bukan banyak pukulan yang harus kena ditubuh lawan yang akan mempunyai nilai tinggi, tetapi biar satu pukulan namun kena sasaran, yang nilainya tinggi. Misalnya pada bagian dagu yang akan membuat knoct out lawan. Membuat gugatan seharusnya singkat dan padat. Singkat maksudnya kalimatnya terang, bahasa Indonesia dan logikanya baik dan benar. Pembuatan gugatan yang singkat padat dilakukan dengan menggolongkan ceritera klien yang sifatnya abtrak/umum kedalam hal yang khusus atau konkrit.
10. Hukum acara perdata
Penguasaan hukum acara perdata sudah mutlak harus dikuasai seperti dalam kompetensi pengadilan, dimana gugatan harus diajukan, bagaimana harus mengajukan gugatan intervensi, perlawanan, eksekusi dan sebagainya. (Jeremias Lemek,2000: l 0).

HAL YANG HARUS ADA DI DALAM GUGATAN
Pasal 8 (3) Rv : gugatan memuat 3 hal, yaitu :
a. Identitas para pihak
· Tergugat dan kuasanya
· Penggugat dan kuasanya
b. Posita/ Fundamental petendi/ dasar gugatan
· Uraian kejadian
· Penjelasan duduk perkara
· Uraian hukumnya
· Adanya hak atau hubungan hukum menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan
· Dalam membuat posita ada 2 teori yaitu :
1. Subtansi (menggambarkan asal mula peristiwanya)
2. Individualisasi (menggambarkan hubungan hukum)
c. Petium => apa yang diminta untuk diputus
· Primer
· Sekunder
· Subsider (tuntutan pengganti)

· Dalam menggajukan gugatan, Tergugat bisa terdiri dari satu orang atau 1ebih tergantung pada kondisi perkara, siapa saja orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut. Kita

juga bisa memasukkan pihak ketiga yang masih ada kaitannya dengan perkara yang sedang kita gugat yang disebut sebagai Turut Tergugat atau menariknya ketika perkara sedang berjalan yang disebut Tergugat Tetarik.
Sebelum mengajukan gugatm1 ada beberapa faktor yang harus diperhatikan antara lain adalah:
Faktor pertama adalah siapal,ah pihak tergugat ? apakah perseorangan person recht, apakah badan hukum? atau bukan badan hukum?. Hal ini penting untuk membedakan antara tergugat perseorangan dan badan hukum, apabila tergugat adalah perseorangan sangat mudah menentukan dengan melihat pada identitas dari perseorangan tersebut, tetapi apabila tergugatnya adalah badan hukum, harus diteliti terlebih dahulu siapakah dewan direksi, atau orang yang bertindak keluar dalam perusahaan tersebut.
Terkait dengan hal tersebut ada adagium yang menyebutkan bahwa legitima persona standi in judicio, pada dasarnya seriap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik. selaku “penggugat” maupun selaku “tergugar” ada syarat yang harus diperhatikan sebagai kapasitas sebagai penggugat dan tergugat yakni cakap melakukan perbuatan hukum (pasal 1329 BW)
1. Dewasa (pasal 47 UU no.1 tahun 1974)
laki-laki 18 tahun, wanita l 6 tahun: atau sudah pernah menikah walau belum 18 tahun atau 16 tahun. Perwakilan, dilakukan oleh, orang lain (bukan orang tua)
2. Tidak dalam pengampuan
· Penggugat dan tergugat, yang mempunyai kepentingan Pihak materiil adalah penggugat dan tergugat, Pihak formil ; yang beracara di pengadilan.
· Pihak belum dewasa (pasal 47 dan 50 UU No. 1 tahun 1974), yang dimaksud dengan pihak materiif : anak tersebut, sedangkan pihak formil adalah orang tua/wali.
· Apabila badan hukum yang dimaksud dengan pihak Materiil adalah badan hukum, sedangkan pihak formil adalah pengurus.
3. Pengacara : bukan pihak, karena hanya merupakan pihak yang diberi kuasa.

Untuk lebih jelasnya mengenai para pihak dalam beracara dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:
	No.
	TERRGUGAT
	GUGATAN DITUJUKAN
KEPADA
	DASAR
HUKUM

	01
	Orang Perorangan
	Orang perorangan tersebut
	Pasal 6 No 3 RV

	02
	Badan	Hukum	Publik
(Negara/Pemerintah)
	Badan  hukum  diwakili  oleh
pimpinannya
	Pasal 6 No 3 RV

	03
	Badan Hukum Keperdataan (PT, Yayasan, Koperasi)
	Badan hukum diwakili pengurusnya,	apabila telahdibubarkan kepada salah
seorang pemberesnya.
	

	04
	Firma
	Seleuruh persero/salah seorang
persero
	Pasal 6 No 5 RV

	05
	CV
	Diwakili	persero	pengurus aktifnya
	Pasal 6 No 5 RV

	06
	BUMN
a. Persero
b. Perum
c. Perjam
	Pemerintah RI cq. Departemen yang membawahi BUMN, cq BUMN diwakili pimpinannya
	

	07
	BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
	Pemerintah RI cq. Departemen yang membawahinya, cq Pemda yang membawahinya, cq BUMN itu sendiri, diwakili
oleh pimpinannya
	



Kedua adalah wilayah hukum atau kompetensi relatif, atau dalam bahasa lain adalah kepada Pengadilan Negeri dimanakah gugatan atau tuntutan hak itu harus diajukan? Hal ini berkenaan dengan pasal 118 HIR jo. Pasal 142 Rbg. Sebagai asas ditentukan bahwa pengadilan negeri ditempat tinggal (mempunyai alamat, berdomisili yang wenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak actor sequitor forum rei.
Ketiga adalah bentuk gugatan. Bentuk gugatan apakah berbentuk tertulis atau dengan lisan. Apabila gugatan berbentuk tulisan maka harus memenuhi anatomi atau syarat formalitas yang harus ada di dalam gugatan. Sedangkan gugatan berbentuk lisan sebagaimana terdapat di dalam pasal 120 HIR jo. Pasal I 44 Rbg sebagaimana berikut:
a. Diajukan dan dibuat berdasarkan pasal 120 HJR jo·. 144 Rbg.
b. Pencari keadilan orang yang buta huruf yang dinyatakan dalam gugatan lisan.
c. Keterangan penggugat atau pemohon dicatat oleh Ketua/ hakim yang ditunjuk.
d. Format dan isi gugatan lisan sama dengan gugatan tertulis.

e. Setelah dibacakan dan disetujui isinya oleh penggugat/ pemohon, kemudian ditandatangani oleh. Ketua/Hakim yang ditunjuk.
Keempat adalah Kuasa, Sedangkan yang dimaksud dengan kuasa adalah Persetujuan dimana seseorang bertindak sebagai kuasa dan pihak lain bertindak sebagai penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan perbuatan atau tindakan (pasal 1792KUHPerdata) berkenaan dengan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa surat kuasa khusus adalah :
(1) Diberikan kepada orang tertentu,
(2) Melaksanakan perbuatan tertentu,
(3) Lawan orang tertentu,
(4) Mengenai hal tertentu,
(5) Di pengadilan tertentu.
Dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi acapkali temyata baik dalam perkara perdata dan pidana surat kuasa yang diberikan oleh orang yang berkepentingan tidak memenuhi syarat-syarat. Sesuai dengan dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 1959 tentang surat kuasa khusus. Berdasarkan pasal 7 ayat ( .. ) Undang-Undang no 20 Tahun 194 7 (untuk daerah Jawa dan Madura) dan pasal 7 Undang-undang darural No. 1 Tahun 1951 (untuk seluruh Indonesia), permohonan banding dapat diajukan oleh pihak- pihak yang berperkara dalam perkara perdata maupun pidana atau oleh seorang wnkil yang disengaja, jadi secara khusus, diberi kuasa untuk memajukan permohonan, begitupun mengenai perrmohonan kasasi, pasal 113 ayat (1) dan 122 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung, akan tetapi adakalanya pembuatan surat kuasa bersifat umum, yakni dengan hanya menggunakan kata-kata yang kurang lebih berbunyi sebagaimann berikut: “memberi kuasa kepada x untuk mewakili A menghadap di semua siding-sidang pengadilan, mengadakan perlawanan, memajukan permohonan banding, dan permohonan kasasi, dan sebagaimana tidak diperkenankan”. Seharusnya didadalam surat kuasa yang menurut kehendak pembuat undang-undang harus bersifat khusus itu dicantumkan bahwa surat kuasa itu hanya akan digunakan.

B. Cara Mengajukan Gugatan
· Surat gugatan yang lelah disusun dan ditanda tangani oleh Penggugat/ Kuasanya dan perlu dibubuhi materai, didaftarkan ke bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri kemudian kita diwajibkan membayar panjar biaya perkara, setelah selesai maka surat gugatan akan

mendapatkan nomor registrasi dari perkara tersebut, alamat gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat Tergugat berdomisili (Pasal 118 ayat ( l ) H.I.R),
· Misal : kita mau menggugat Solikin Darussan yang berdomisili di Desa Ketapang, Kecamatan eraksa Kola Medan. maka alamat di dalam surat gugatan adalah sebagai berikut "Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Medan". Apabila Tergugatnya lebih dari satu orang dan mereka berdomisili di kota yang berbeda-beda, maka alamat gugatan ditujukan kepada salah satu Tergugatnya (Pasal 118 ayat (2)H.l.R).
· Kalau kita hendak mengajukan gugatan akan tetapi kita tidak tahu alamat si Tergugat, karena si Tergugat sudah Jama kabur atau tidak berada di tempat tinggal yang dahulu pemah didiami dan setelah dicari-cari tidak juga katemu, maka gugatan tersebut dialamatkan kepada Pengadilan Negeri dimana dia bertempat tinggal terakhir dan dalam surat gugatan harus disebutkan "bertempat tinggal terakhir " misalnya Suyitno alias Apa Lambak yang bertempat tinggal terakhir di Desa Sikambing RT. 01 RW.01, Kecamatan Blang Kareueng, Kabupaten Aceh Besar.
· Apabila objek gugatan tersebut masalah tanah, rumah atau benda tidak bergerak lainya, karena Tergugatnya tidak diketahui gugatan dialamatkan pada pengadilan dimana tanah, rumah atau benda tidak bergerak lainnya yang meajadi obyek gugatan/sengketa tersebut berada.
· Bilamana terdapat masyarakat yang tidak bisa baca tulis alias buta huruf akan tetapi dia berniat mengajukan gugatan ke pengadilan, hak-haknya untuk mengajukan gugatan tetap dihormati. Undang-undang telah mengatur masalah tersebut yaitu mengajukan gugatan. Secara lisan, dengan cara dia datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama (Mahkamah Syar`iyah) dan ketua pengadilan akan menyuruh panitera unluk mencatat isi dari gugatan lisan tersebut (Pasal 120 H.I.R)
· Surat gugatan harus dibuat beberapa rangkap,dengan rincian yang asli satu rangkap buat Pengadilan Negeri/Mahkamah Syar'iyah, salinan yang lainnya untuk Penggugat dan Tergugat atau juga Turut Tergugat. Penggugat dan Tergugat atau Turut Tergugat dalam persidangan biasanya disebuat Para Pihak yang berperkara.
· Kemungkinan Nasih Gugatan

[image: ]DITERIMA
DIKABUL KAN
Memenuhi Unsur Formal dan materiil
GUGATAN
NIET ONTVANKELIJK VERKLOARD (N.O)
Belum disidangkan, tidak memenuhi syarat formal. Masih dapat diajukan kembali
TIDAK


















Berdasarkan label diatas, dapat dijelaskan bahwa ada 3 nasib gugatan, yaitu: Pertama Tidak diterimanya gugatan atau N.O (Niet Onvankelijk verkloard) hal ini disebabkan tidak memenuhi syarat formal. Misalnya gugatan yang ditujukan kepada pengadilan yang tidak berwenang menangani gugatan untuk mengadili, gugatan tidak-sesuai dengan formalitas surat gugatan, gugatan yang tidak memiliki dasar hukum. Terhadap hal ini masih bisa gugatan diajukan kembali.DITOLAK
Tidak memenuhi unsur materiil atau dalil yang diajukan tidak terbukti dipersidangan. Tidak boleh diajukan kembali, tetapi ada upaya hukum lain : Banding

Kedua, Diterima, dalam arti gugatan telah memenuhi syarat formal dan materiil. Ketiga, Ditolak, dalam hal ini tidak memiliki dasar hukum dan fakta yang kuat atau tidak memenuhi syarat materiil, atau dalil yang diajukan di persidangan tidak terbukti, guguatan tersebut tidak boleh diajukan kembali, namun ada upaya hukum berikutnya : yaitu bisa melakukan banding.

WAKIL PANITERA
PANMUD
GUGATAN
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI (KELAS 1 A)

KETUA WAKIL KETUA
HAKIM
PANITERA/
SEKRETARIS
WAKIL PANITERA
PANITERA/ SEKRETARIS
KAUR UMUM
KAUR KEUANGAN
KAUR KEPEGWAIAN
PANMUD PIDANA
PANMUD HUKUM
PANMUD HUKUM
PANMUD PERDATA
Kelompok fungsional
1. Panitera Pengganti
2. Jurusita Pengganti



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI (KELAS 1 A)
Kelompok fungsional
1. Panitera Pengganti
2. Jurusita Pengganti
PANMUD
PERMOHONAN
PANITERA/
SEKRETARIS
PANITERA/ SEKRETARIS
HAKIM
KETUA WAKIL KETUA
KAUR UMUM
KAUR KEUANGAN
KAUR KEPEGWAIAN
PANMUD
HUKUM



Prosedur Pendaftaran Perkara Perdata Gugatan/Permohonan Dengan Pembayaran Via Bank
Pertama :
Pihak berperkara datang ke Pengadilan Negeri dengan membawa surat gugatan atau permohonan.
Kedua :
Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat.
Ketiga :
Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Menibayar (SKUM). Besamya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR.
Catatan :
· Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo ( cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.
· Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237 - 245 HIR.
· Dalam tingkat peetama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau pennohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara.
· Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.
Keempat
· Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau pennohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
Kelima :
· Pihak bcrperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatun atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
Keenam :
· Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.

Ketujuh :
· Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut..
Kedelapan :
· Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
Kesembilan :
· Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda Junas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak. berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau pennohonan yang bersangkutan.
Kesepuluh :
· Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
Kesebelas :
· Petugas Meja Kedua mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
Keduabelas :
· Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.
PENDAFARAN SELESAI
· Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang, pemeriksaan perkaranya (PHS).

PROSEDUR DAN PROSES PERKARA PADA MEHKAMAH SYAR`IYAH
Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atas Kuasanya :

1. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada
a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal. 66 UU No. 7 Tahun 1989);
b. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah tentang tata cara membuat surat pennohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bgjo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);
c. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat pennohonan temyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.
2. Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan Agama/ Mahkamah syar'iah
a. Yang daerah hukumnya melipuri tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);
b. Bila Termohon meninggalkan tempal kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar' iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);
c. Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukurrmya meliputi tempal kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tnhun 1989);
d. Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri maka permohonan diajukan kepada pengadilaan agama/Mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).
3. Permohonan tersebut memuat :
a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan lempat kediaman Pemohon dan Tennohon;
b. Posila (fakta kejadiah dan fakta hukum);

c. Petitum (hal-hal yang ditunt'ut berdasarkan posita).
4. Permohonan soal penguasan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989).
5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).
Proses Penyelesaian Perkara
1. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.
2. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah untuk menghadiri persidangan.
3. Tahapan Persidangan :
a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);
b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayal (1) PERMA No. 2 Tahwi 2003); Apabila mediasi tidal berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan
c. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal I 32 a HIR, 158 R.Bg);
Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah atas permohonan cerai talak sebagai berikut :
1. Permohonan dikabulkan
Apabila Termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut;
2. Permohonan ditolak
Pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut;
3. Permohonan tidak diterima

Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka :
Pengadilan agama/mahkamah syar'iah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak;
Pengadilan agama/mahkamah syar'iah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak;
Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun l 989).
Syarat-syarat pemanggilan secara patut :
· dilakukan oleh juru sita/juru sita pengganti yang berwenang
· panggilan pettama kali sidang harus disertai salinan surat gugatan kepada tergugat dengan pemberitahuan bahwa tergugat dapat menjawab baik secara lisan ataupun tertulis yang ditandatangani sendri oleh kuasanya yang sah
· dijalankan kepada pribadi yang bersangkutan ditempat tinggal atau ditempat kediamannya
· apabila tidak bertemu dengan yang bersagkutan, dilakukan kepada kepala desa /lurah
· Memenuhi tenggang waktu sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum hari siding
· Dalam hal pihak yang dipanggil tempat tinggalnya maupun tempat kediamannya tidak diketahui dan terhadap orang-orruig tidak dikenal maka panggilan dilaksanakan kepada
: (i) kepala pemerintahan setempat (bupati atau walikota ditempat tinggal PENGGUGAT (Pasal 390 ayat 3 HIR/ pasal 718 Rgb) (ii) panggilan tersebut ditempel dipintu utama ruang siding hakim.
· Dalam praktek sekarang ini lebih-lebih setelah adanya UU Perkawinan, panggilan dapat disampaikan melalui media massa (contohnya: radio, koran, internet).
· Panggilan kepada pihak yang berada di luar negeri diJakukan melalui departemen luar negeri. Tenggang waktu paling cepat (minimal) 3 bulan.

· Pengertian bahwa "juru sita tidak bertemu sendiri dengan orang tersebut" adalah tidak bertemu dengan prinsipal atau kuasanya. Contoh: dalam melaksanakan panggilan terhadap suatu PT atau walikota/bupati/gubemur, jurusita wajib bertemu sendiri dengan direksi atau walikota/bupati/ gubernur, TIDAK DIPERBOLEHKAN hanya bertemu dengan komisaris/sekretaris/satpam/ polisi pamong praja. Dalam hal yang demikian, juru sita harus melaksanakari panggilan kepada lurah/kepala desa setempat (penafsiran Pasal 390 ayat 1 HIR).
· Dalam hal jurusita telah memenuhi syarat formal panggilan, namun temyata para pihak tidak ditemui, maka panggilan tersebut adalah sah. Karena ditegaskan dalam pasal 390 ayat 1 HIR bahwa surat juru sita harus disampaikan kepada ybs di tempat kediamannya dan jika tidak bertemu maka diserahkan kepada Kepala Desa yang wajib dengan segera memberitahukan surat juru sita itu kepada orang ybs, tetapi hal ini tidak usah dinyatakan dalam hukum. Artinya hakim tidak perlu menanyakan apakah panggilan tersebut telah benar-benar diterima oleh pihak yang dipanggil. Namun adalah bijaksana bagi hakim untuk menunda persidangan guna dipanggil sekali lagi pada persidangan berikutnya (pasal 390 HIR). Untuk penggugat dipanggil 2 kali dan untuk tergugat dipanggil sampai 3 kali.

Pertemuan ke 6.
Tata Cara Membuat Jawaban, Eksepsi dan Gugatan Rekonpensi
A. Jawaban Tergugat
1. Jawaban Tergugat dapat berupa :
a. Pengakuan;
b. Bantahan atau sangkalan
c. Gugatan Rekonpensi
d. Menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan hakin (verweer).
· Pengakuan berarti membenarkan isi gugatan penggugat, baik sebagian atau seluruhnya dan dengan adanya pengakuan menyebabkan pembuktian lebih lajut oleh hakim tidak diperlukan lagi.
· Dengan adanya pengakuan maka sengketa.dianggap selesai, sekalipun pengakuan itu tidak sesuai dengan kebenaran dan hakim tidak perlu meneliti pengakuan tersebut.
· Dalam referte tergugat hanya bersikap menunggu putusan, misalnya dalam haltergugat tidak langsung menyangkut kepentingannya, tetapi dim tingkat banding masih berhak mengajukan bantahan.
2. Persyaratan Jawaban
· Jawaban tergugat disertai alasan-alasan karena akan lebih jelas duduk perkara; Jawaban tergugat tidak cukup sekedar menyangkal gugatan saja melainkan harus diberi alasan apa sebabnya ia menyangkal. Sangkalan yang tidak cukup alasan alasan dikesampingkan oleh hakim.
B. Jawaban berupa tabgkisan (eksepsi).
· Tangkisan dapat berupa tentang tidak wenang hakim (kompetensi absolot atau relatif). Tergugat sedapat mungkin menyatukan segala sesuatu yang ingin diajukan dalam jawaban pada permulaan pemeriksaan perkara.
· Tangkisan juga dapat berkaitan dengan tidak lengkapnya pihak: tidak jelasnya objek, daluarsa, gugatan kabur, ne bis in idem, dll.
· Bantahan (verweer) bertujuan agar gugatan penggugat ditolak. Bantahan dapat terdiri dari tangkisan (eksepsi) dan sangkalan.

· Eksepsi adalah suatu sanggahan/bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang brisi tuntutan batalnya gugatan.
· Sangkalan (verweer ten pricipale) adalah sanggahan yang berhubungan dengan pokok perkara.
1. Eksepsi dapat berupa
a. Eksepsi prosesuil upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan yang didasarkan pada alasan-alasan di luar pokok perkara, berupa ketidakwenangan hakim atau batalnya gugatan, seliingga hakim akan menyatakan dirinya tidak wenang atau menyatakan gugatan batal.
Misalnya, kenpetensi, gugatan batal, ne bin in idem atau penggugat tidak mempunyai kedudukan sbg penggugat.
b. Eksepsi materiil merupakan bantahan yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil, misalnya bersifat menunda (eksepsi dilatoir), misalnya menunda pembayaran dan menyangkun dengan pokok perkara (ekepsi peremtoir), misalnya karena lampaunya waktu (daluarsa) atau karena tergugat telah dibebaskan dari membayar.
· Tangkisan terhadap konpetensi relatif harus diajukan pada permulaan sidang, sedangkan terhadap konpetensi absolot dapat diajukan setiap saat sepanjang pemeriksaan. Hakim secara ek officio wajib memutuskan berkuasa tidaknya ia mmeriksa perkara ybs tanpa memunggu diajukan eksepsi oleh pihak tergugat
C. Gugatan Balik (Rekonpensi)
1. Pengertian Gugatan Rekonpensi
· Seorang tergugat yang digugat oleh penggugat dapat saja mempunyai hubungan hukum lain dengan penggugat. Dengan demikian maka tergugat ingin mengajukan gugatan terhadap penggugat, ia dapat menggugatnya dalam perkara terpisah, akan tctapi dalam acara gugatan penggugat tersebut (gugatan konvensi) tergugat dpt menggugat kembali penggugat yang merupakan satu kesatuan dengan gugatan pertama.
· Gugatan tergugat.terhadap penggugat disebut gugatan balik (gugatan rekonvensi). Jadi gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka.

2. Gugatan rekonvensi tidak dibenarkan dalam hal:
a. Bila penggugat dim konpensi bertindak karena suatu kualitas tertentu, sedangkan tuntutan rekonpensi kan mengenai diri penggugat pribadi atau sebaliknya.
b. Misalnya bila penggugat bertindak ssbg pihak formil (wali) maka tuntutan rekonpensi tidak boleh diajukan kepada penggugat secara pribadi, bil penggugat selaku pemberes suatu perseroan, maka rekonpensi tidak dibenarkan terhadap penggugat secara pribadi.
c. Bila PN yang memeiiksa gugatan konpensi tidak wenang memeriksa gugatan rekonpensi;
d. Dalam perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan.


Pertemuan ke 7
Tata Cara Membuat Permohonan Intervensi.
· Pada dasarnya dalam proses pemeriksaan perkara hanya terdapat dua pihak, artinya satu pihak yang berkedudukan sebagai pihak yang mengajukan gugatan atau pihak yang berinisiatif untuk menyerang yang disebut penggugat. Sedangkan pihak lain merupakan pihak yang menghadapi gugatan yang disebut tergugat.
· Akan tetapi dalam praktek tidak jarang terjadi adanya pihak dalam suatu perkara perdata; penggugat, tergugat dan pihak ketiga.
· Ikut serlanya pihak ketiga dapat terjadi dalam hal pihak penggugat sedang berperkara dengan tergugat kemudian pihak ketiga mengetahui adanya sengketa tersebut, maka ia dengan kehendak sendiri mencampuri sengketa yang sedang berlangsung.
· Bentuk keikut sertaan ini disebut "interventie" atau campur tangan dan pihak ketiga yang mencampuri sengketa yang sedang berjalan disebut "intervenient".
· Ikutsertanya pihak ketiga dalam sengketa yang sedang berjalan dapat terjadi beberpa macam; menyertai salah satu pihak (voeging), menengahi (tussenkomst), penanggungan/pembebasan (vrijwaring) dan penarikan tergugat yang tidak lengkap.
· Intervensi adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam gugatan tersebut dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung. Ada 3 istilah yang termasuk dalam lntervensi.
1. Tussenkomst (menengah).
2. Voeging (menyertai).
3. Vrijwaring (ditarik sebagai penjamin).
· Ketiga istIah ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Hukum Acara Perdata di Bagian Intervensi. Dalam suatu, proses pemeriksaan gugatan perdata sangat dimungkinkan masuknya pihak ketiga ke dalam proses pemeriksaan, Masuknya pihak ketiga ini disebut intervensi.
· Menengahi (Tussenkomst)
· Dalam hal menengahi, ikut sertanya pihak ketiga dengan jalan melawan kedua belah pihak guna membela kepentingannya sendiri. Dalam hal ini terdapat penggabungan dari

beberapa tuntutan karena di samping adanya tuntutan antara penggugal dengan tergugat, kemudian pihak ketiga (intervenient) mengajukan suatu tuntutan lain.
· Pihak ketiga menuntut haknya sendiri terhadap penggugat dan tergugat dengan melawan kedua belah pihak untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri karena objek yang disengketakan itu bukanlah milik penggugat atau tergugat, melainkan milik pihak ketiga tersebut.
· Dalam tussenkomst terjadi penggabungan dalam beberapa perkara secara prosesual karena pihak ketiga mencampuri perkara untuk menuntut supaya di tetapkan haknya dalam hubungan dengan pihak yang bersengketa.
· Pada dasamya pihak ketiga dapat mengajukan tuntutan sendiri kepada maing-masing pihak tanpa mencampuri sengketa yang sedang berlangsung, akan tetapi karena prosedurnya lebih mudah dan prosesnya singkat, maka acara dengan intervensi ini lebih menguntungkan pihak ketiga karena tidak perlu mengeluarkan biaya perkara serta menghindari adanya putusan yang saling bertentangan satu sama lain
· Tussenkomt ialah masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara perdata sebagai pihak yang berkepentingan untuk membela kepentingannya sendiri. Simpelnya dia masuk untuk melawan kepentingan kedua belah pihak, (yaitu penggugat dan tergugat yang sedang berperkara). Oh ya, pihak ketiga yang ingin masuk dalam rangkatussenkomst diharuskan untuk mengajukan permohonan ke majelis hakim yang nantinya akan diputuskan boleh tidaknya masuk melalui mekanisme putusan sela.
Ciri-ciri tussenkomst :
1. Sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.dan berdiri sendiri.
2. Adanaya kepentingan untuk mencegah timbulnya kerugian kehilangan haknya yang terancam.
3. Melawan kepentinngan kedua belah pihak yang berperkara.
4. Dengan memasukkan tuntutan terhadap pihak-pihak yang berperkara (penggabungan tuntutan).
· Menyertai salah satu Pihak (Voeging)
· Menyertai salah satu pihak adalah ikut sertanya pihak ketiga menjadi pihak dalam perkara dehgan jalan menggabungkan diri dengan salah satu pihak untuk membela kepentingannya.

· Dengan adanya persengketaan antara penggugat dengan tergugat, maka secara tidak langsung kepentingan pihak ketiga itu diikut sertakan yang menimbulkan kerugian baginya. Pihak ketiga ini membela kepentingannya dengan cara memihak kepada salah satu pihak, biasanya kepada pihak tergugat
· Voeging merupakan suatu mekanisme masuknya pihak ketiga ke dalam suatu perkara perdata yang masih berlangsung yang mana posisi pihak ketiga tersebut berada dalam posisi tergugat Biasanya Voeging ini dilakukan oleh pihak ketiga apabila kepentingannya"terganggu" akibat gugatan dari pihak penggugat.
· Ciri-ciri Voeging :
1. Sebagai pihak yang berkepentingan dan berpihak kepada pihak tergugat.
2. Adanya kepentingan hukum untuk melindungi dirinya sendiri dengan ialah membela salah satu yang bersengketa.
3. Memasukkan tuntutan terhadap pihak-pihak yang berperkara.
· Penanggungan atau pembebasan (Vrijwaring)
· Ditariknya pihak ketiga kedalam perkara yang sedang berlangsung dimakksudkan untuk menanggung atau membebaskan tergugat dari gugatan penggugat yang menurul hukum penagungan itu merupakan kewajiban ari pihak ketiga.
· Penanggungan atau pembebasan merupakan ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara karena diminta oleh salah satu pihak yang berperkara sebagai penanggungan atau pembebasan menurut hukum.
· Perbedaan antara intervensi dengan vrijwaring adalah pada inisiatifnya untuk berperkara. Pada intervensi inisiatifnya berasal dari pihak ketiga, sedangkan pada vrijwaring inisiatifnya berasal dari salah satu pihak yang berperkara dengan cara menarik pihak lain sebagai pihak dalam perkara.
· Vrijwaring juga dianggap sebagai pihak ketiga, namun keterlibatannya bukan karena pihak ketiga itu yang berkepentingan, melainkkan karena dianggap sebagai penanggung (garantie) oleh salah satu pihak, biasartya tergugat, sehingga dengan melibatkan pihak ketiga itu akan dibebaskan dari pihak yang menggugatnya akibat putusan tentang pokok perkara.

· Dari sini juga terlihat perbedaannya dengan Voeging maupun Tussenkomst. Pihak ketiga di sini adalah, secara terpaksa sehingga ia terlibat dalam suatu perkara perdata, bukan karena kehendak pihak ketiga itu sendiri. Sebagaimana yang terjadi pada intervensi: Voeging dan Tussenkomst.
· Menurut Sudikno Mertokusumo (1998: 74), Vrijwaring terbagi atas dua yakni:
1. Vrijwaring Formil (Garantie Formelle) terjadi jika seseorang diwajibkan untuk menjamin orang Iain menikmati suatu hak atau benda terhadap suatu yang bersifat kebendaan, seperti penjual yang harus menanggung pembeli dari gangguan pihak ketiga (pasal 1492 BW). Dalam kaitannya dengan Vrijwaring, jika temyata pembeli ini (Miis A) kemudian digugat oleh C, karena 8 dulunya menjual barang C kepada A, maka B dapat ditarik sebagai Vrijwaring.
2. Vrijwaring Simple sederhana, terjadi apabila sekiranya tergugat dikalahkan dalam. sengketa yangs sedang berlangsung, ia mempunyai hak untuk menagih kepada pihak ketiga: penanggung dengan melunasi hutang mempunyai hak untuk menagih kepada Debitur (Vide : Pasal 1839, dan Pasal 1840 BW). Artinya dalam tuntutan itu ada tuntutan penggugat lawan tergugat (tertanggung) dan tuntutan tergugat lawan pihak ketiga (penanggung).
· Dari berbagai penjelasan di atas Jelas, Voeging sebagai pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap para pihak dengan memihak kepada salah satu pihak. Tussenkomst, pihak ketiga itu menjadi pihak yang Mengintervensi kepada para pihak ranpa ada keberpihakannya, dengan maksud untuk membela kepentingannya sendiri. Dan jelas amat berbeda lagi dengan Vrijwaring, oleh karena pihak ketiga ditarik secara terpaksa (bukan kehendak pihak ketiga). Pihak ketiga dianggap sebagai P.ENANGGUNG atas perkara yang dituntut oleh penggugat. kepada tergugat: Vrijwaring dari segi penarikan, sebagai pihak ketiga dan substansi kepentingannya, tampak bukan dalam kategori Interveniel, karena bukan kemauan dia untuk membela kepentingannya. Mana mungkin dikatakan dia meng-"intervensi" jika dia tidak punya kehendak (being to) !
· Vrijwaring (bukan “menjaring”) adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pihat tergugat untuk menarik pihak ketiga dalam perkara perdata guna menjamin kepentingan tergugat dalam menghadapi gugatan penggugat.

· Ciriciri vrijwaring
1. Merupakan penggabungan tuntutan
2. Salah satu pihak yang bersengketa (tergugat) menarik pihak ketiga ke dalam sengketa.
3. Keikutsertaan pihak ketiga, timbul karena dipaksa dan bukan karena kehendaknya. Ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara yaitu voeging.
· lntervensi/tussenkomst, dan vrijwaring tidak diatur dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv (Pasal 279 Rv dst dan Pasal 70 Rv), sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materiil maupun hukum formil
· Voeging adalah ikut sertanya pihak kctiga untuk bergabung kepada penggugat atau tergugat
· Dalam hal ada permohonan voeging, hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi, selanjutnya dijatuhkan putusan sela, dan apabila dikabulkan maka dalam putusan harus disebutkan kedudukan pihak ketiga tersebut.
· Intervensi (tussenkomst) adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara itu atas alasan ada kepentingannya yang terganggu. Intervensi diajukan oleh karena pihak ketiga merasa bahwa barang miliknya disengketakan/ diperebutkan oleh peuggugat dan tergugat. Permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela. Apabila permohonan intervensi dikabulkan, maka ada dua perkara yang diperiksa bersama-sama yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi
· Vrijwaring adalah pemeriksaan pihak ketiga untuk bertanggung jawab (untuk membebaskan tergugat dari tanggung jawab kepada tergugat). Vrijwaring diajukan dengan sesuatu permohonan dalam proses pemeriksaaan perkara oleh tergugat sacara lisan atau tertuls , Misalnya : tergugat digugat oleh penggugat, karena barang yang dibeli oleh penggugat mengandung cacat tersembunyi, padalah tergugat membeli barang tersebut dari pihak ketiga, maka tergugat menarik pihak pihak ketiga ini, agar pihak ketiga tersebut bertanggung jawab atas cacat itu.
· Setelah ada permohonan vrijwaring, hakim memberi kesempatan para pihak untuk menanggapi permohonan tersebut, selanjutnya dijatuhkan putusan yang menolak mengabulkan permohonan tersebut.

· Apabila permohonan intervensi ditolak, maka putusan tersebut merupakan putusan akhir yang dapat dimohonkan banding, tetapi pengirimannya ke PT harus bersama-sama dengan perkara pokok. Apabila perkara pokok tidak diajukan banding, maka dengan sendirinya permohonan banding dari intervenient tidak dapat diteruskan dan yang bersangkulan dapat mengajukan gugatan tersendiri Apabila permohonan dapat dikabulkan, maka putusan tersebut merupakan putusan sela, yang dicatat dalam Serita Acara, dan selanjutnya pemeriksaan perkara diteruskan dengan menggabung gugatan intervensi ke dalam perkara pokok. (diambil dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang. Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007)
Pertemuan ke 8.
Tata Cara Membuat Replik Penggugat
· Replik penggugat ditujukan kepada Ketua Majelis yang memeriksa perkara dan bukan kepada Ketua Pengadilan;
· Apabila gugatan P dibuat oleh pihak asli, maka Replik diperlukan identitas penerima kuasa.
· Replik prinsipnya memperkuat argumen penggugat yang telah diajukan dalam gugatan dan membantah argumen tergugat dalam jawabannya.
· Apabila T mengajukan eksepsi dan ggt rekonpensi, maka Replik terdiri dari 3 bagian (bagian eksepsi, bag Pokok Perkara dan bag Rekonpensi), demikian juga dengan petitumnya.
· Replik P tidak boleh menyimpang dari isi gugatan P semula, menambah dalil-dalil baru tidak dibolehkan kecuali sekedar memperkuat dalil yang telah ada dalam gugatan.
· Bantahan terhadap dalil T dalam jawabannya harus disertai dengan alasan-alasan / argumentasi, tidak sekedar membantah saja.
· Dalil-dalil Penggugat dalam Replik maupun dalam gugatan tidak boleh menyimpang dengan alat bukti yang dimiliki karena akan menjadi alasan bagi hakim untuk menolaknya.
· Replik P harus ditanda tangani, tetapi tidak perlu lagi materai.



Pertemuan ke 9 : Tata Cara Membuat Duplik Tergugat
· Duplik Tergugat ditujukan kepada Ketua Majelis yang memeriksa perkara dan bukan kepada Ketua Pengadilan;
· Apabila Jawaban Tergugat dibuat oleh pihak asli, maka dalam Duplik diperlukan identitas penerima kuasa.
· Duplik prinsipnya memperkuat argumen Tergugat yang telah diajukan dalam Jawaban dan membantah argumen Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya.
· Apabila - T telah mengajukan eksepsi dan gugatan rekonpensi, maka Duplik yang terdiri dari 3 bagian (bagian eksepsi, bagian Pokok Perkara dan bagian Rekonpensi), maka dalam Duplik tinggal mengulangi petitum dalam Jawabannya.
· Duplik - T tidak boleh menyimpang dari isi Jawaban T semula, menambah dalil-dalil baru tidak dibolehkan kecuali sekedar memperkuat dalil yang telah ada dalam Jawab sebelumnya.
· Bantahan terhadap dalil P dalam gugatan dan Repliknya harus disertai dengan alasan- alasan/argumentasi, dan tidak sekedar membantah saja.
· Dalil-dalil Tergugat dalam Duplik maupun dalam Jawaban tidak boleh menyimpang dengan alat bukti yang dimiliki karena akan menjadi alasan bagi hakim untuk menolak alasan Tergugut dan mengabulkan gugatan Penggugat.
· Sasaran dari Bantahan Tergugat adalah bagaimana caranya agar gugatan Penggugat ditolak oleh hakim.
· Apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim, menunjukkan bahwa Tergugat telah dimehangkan di pengadilan.
· Apabila gugtan penggugat ditolak, upaya hukum hanya dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, tetapi kalau gugatan penggugat dinyetakan tidak dapat diterima, boleh jadi penggugat akan mengajukan gugatan baru dengan memperbaiki kelemahan pada gugatan semula.
· Apabila gugtan Penggugat ditolak tentu Tergugat hanya melayani saja upaya hukum yang diajukan oleh Penggugat, demikian juga jika gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

· Apabila objek gugatan dikuasai oleh Tergugat, padahal gugatannya ditolak atau tidak diterima, tentu tidak ada persoalan; artinya terus dikuasai oleh Tergugat.
· Akan tetapi apabila gugatan penggugat dikabulkan, berarti Tergugat harus menggunakan upaya hukum banding dan membuat Memori Banding.
· Persoalan objek perkara tetapi dikuasai Tergugat sampai" dilaksanakan eksekusi apabila telah memperleh kekuatan hukum tatap.
· Duplik Tergugat harus ditanda tangani, tetapi tidak perlu diberikan materai.

Pertemuan ke 10 :
SIMULASI SIDANG PERKARA PERDATA

· Mahasiswa dikumpulkan dalam Ruang Lab Klinis Hukum
· Kepada Mhs dimintakan untuk mengisi semua posisi persidangan, baik hakim, panitera, para pihak dan lainnya sebagai pengunjung sidang.
· Selelah ketua majelis menetapkan hari dan tanggal sidang, jurusita memanggil para pihak untuk hadir ke persidangan.
· Pada hari sidang yang telah ditetapkan, majelis hakim memasuki ruang sidang dan diikuti oleh para pihak serta pengunjung lainnya (jika ada).
· Ketua majelis membuka sidang, misalnya: Ketua mengucapkan, pada hari ini,
........tanggal ....... , sidang perkara perdata No ...... , antara    (nama pihak penggugat)
melawan: ........ (pihak tergugat) dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum”. Sedangkan pada Mahkamah Syar'iyah, ketua majelis akan mengucapkan "bismillahirrahma-rahim" dan assalamualaikum wr.wb ter1ebih dahulu.
· Pernyataan terbuka untuk umum ini merupakan hal yang wajib diucapkan karena juka tidak, menyebabkan batalnya putusan. Namun jika diperlukan, barulah kemudian dinyatan sidang tertutup (misal Perkara perceraiaan, menyangkut kesusilaan, dan lain-lain yang harus dinyatakan ditutup).
· Mhs langsung memperagakannya, dengan mengambil peran masing-masing: hakim, panitera, penggugat dan tergugat.
· Selanjutnya hakim memeriksa identitas para pihak/ kuasanya (sah tidaknya surat kuasa), apakah sudah menerima salinan gugatan, serta diusahakannya perdamaian melalui mediasi (Perma No. I tahun 2008) dan menunjuk mediator (salah seorang hakim sebagai mediatomya).
· Acara selanjutnya dipimpin oleh mediator sampai melaporkan hasilnya kembali kepada majelis hakim, apakah berhasil atau tidak usaha mediasinya.
· Apabila usaha mediasi gagal, maka akan perkara akan dilanjutnya dengan proses jawab menjawab: membaca gugatan, jawaban Tergugat, replik penggugat dan duplik tergugat. Pelaksanaan proses jawab menjawab ini tentu akan berlangsung dalam beberapa kali persidangan, antara satu kegiatan dengan kegiatan lain, sidang ditunda dan baru dilanjutkan pada minggu-minggu mendatang.

Pertemuan ke 11 : Lamaran sidang – simulasi pembuktian
· Setelah proses jawab menjawab selesai, barulah dimulai dengan proses pembuktian, yang dimulai dengan pebuktian penggugat terlebih dahulu.
· Dalam simulasi pembuktian ini, posisi majelis hakim, panitera dan para pihak diisi oleh mahasiwa yang lain agar mendapat kesempatan yang sama.
· Ketua majelis membuka sidang seperti halnya pada sidang-sidang sebelumnya, kemudian ketua menanyakan kepada penggugat. Apakah sudah siap dengan alat-alat bukti, berupa apa. Jika dalam bentuk surat, silakan serahkan kepada majelis. Hakim akan memeriksa tentang keabsahan surat sbg alat bukti, misalnya apakah telah ada materai yang cukup serta kesesuaian dengan aslinya.
· Selanjutnya barulah dipersilakan mengajukan saksi-saksi secara satu persatu, setelah diperiksa identitasnya barulah disumpah menurut agama dan kepercayaannya (dalam prakatek adakalanya saksi disumpah secara sekaligus, namun pemeriksaannya tetap dilakukan secara satu persatu).
· Ketua/anggota akan membimbing saksi untuk mengucapkan sumpah, misalnya dengan kata-kata “demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dalam perkara ini dan tidak lain dari pada yang sebenamya”.
· Setelah saksi disumpah,barulah dimintakan keterangannya, setelah terlebih dahulu menanyakan kepada penggugat bahwa saksi ini akan membuktikan tentang hal apa karena tentu seorang saksi belum tentu mengetahui tentang semua peristiwa yang diajukan penggugat.
· Setelah saksi tersebut memberikan keterangannya, barulah ditanyakan kepada penggugat, apakah keterangannya benar, atau masih adakah hal lain yang perlu ditanyakan. Selanjutnya barulah menanyakan kepada Tergugat dan apakah ada hal-hal yang perlu ditanyakan.
· Setelah selesai pemeriksaan saksi yang satu, barulah dilanjutkan dengan saksi yang lain. Apabila pembuktian penggugat telah selesai, dan tidak ada lagi yang akan diajukan, barulah diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti seperti halnya telah diberikan kesempatan kepada penggugat sebelumnya.

· Setelah pembuktian para pihak selesai, kemudian kepada pihak diberikan kesempatan saling mengajukan tanggapan bukti serta sekaligus mengajukan kesimpulannya masing- masing, kemudian hakim akan menunda untuk mempersiapkan putusannya.
· Setelah draf putusan hakim dipersiapkan, barulah sidang dibuka kembali untuk membacakan putusan dan para pihak juga dijelaskan tenlang haknya untuk engajukan upaya hukum apabila ada pihak-pihak yang keberatan atau tidak puas terhadap isi putusan yang di bacakan tersebut.
· Dengan demikian peragaan/simulasi persidangan perkara perdata selesai, kemudian dilanjutnya dengan teknik mempersiapkan memori banding bagi yang tidak dapat menerima putusan dimaksud.

Pertemuan ke 12.
Memahami dan Menganalisis Putusan Hakim.
· Pengantar
· Tugas hakim di persidangan untuk menemukan kebenaran peristiwa/fakta dan bukan hukumnya.
· Untuk dapat menyelesaikan sualu perkara, hakim harus mengetahui secara objektif tetang duduknya perkara yang sebenarnya dengan cara pembuktian.
· Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa dengan cara mengkonstatir, maka ia melakukan kualifisir serta mengkonstituir; memberikan hukumnya terhadap suatu peristiwa dalam suatu putusan hakim.
· Pengertian Putusan Hakim
· Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri/ menyelesaikan suatu perkara/sengketa antara para pihak, termasuk juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis (vonnis) dan diucapkan di persidangan.
· Macam-macam Putusan Hakim:
a. Putusan
· Penyelesaian perkara dalam hal adanya sengketa (contentieus) antara para pihak (lebih dari satu pihak) yang diajukan dalam bentuk gugatan sehingga disebut putusan.
· Putusan hakim akan menentukan kalah atau menangnya salah satu pihak yang berperkara, sehingga ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan karena putusannya tidak tepat atau kurang teliti dalam memeriksanya.
· Vonnis: Putusan yangg belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti karena masih tersedia upaya hukum biasa untuk melawannya (verzet, banding dan kasasi).
· Inkracht van Gewijsde: Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap/pasti (DHT), sehingga hanya mempunyai upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) untuk melawannya apabila tidak dapat menerima putusan yang bersangkutan.

· Putusan BHT dapat berupa :
1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan banding atau kasasi karena telah diterima oleh kedua belah pihak;
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung;
3. Putusan pengadilan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan Peninjauan kembali dari Mahkamah Agung;
4. Putusan verstek dan pengadilan tingkat pertama yang tidak diverzet;
5. Putusan hasil perdamaian dari semua pihak yang berperkara.
b. Penetapan
· Penyelesaian perkara dalam peradilan yang tidak terdapat sengketa (voluntair) dan biasanya hanya satu pihak saja sehingga disebut penetapan.
· Penetapan merupakan tindakan hakim yang bersifat administratif (peradilan yang tidak sesungguhnya).
· Penetapan: semua perkara yang oleh undang-undang ditentukan harus diajukan dengan permohonan.
· Isi dari penetapan hakim hanya bersifat konstitutif atau declaratoir. Artinya amarnya bersifat menerangkan atau menyatakan sesuatu yang sah dan tidak bersifat menghukum (condemnatoir).
· Contoh: penetapan ahli waris, pengangkatan anak, pengangkatan permohonan pengangkatan pengampu, pemisahan boedel/harta, dll.
· KEKUATAN PUTUSAN HAKIM
1. Kekuatan mengikat
· Untuk dapat melaksanakan/merealisasikan suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan/akta otentik yang menatapkan hak itu.
· Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa dan menetapkan hukumnya. Apabila pihak yang bersengketa mengajukan perkaranya ke pengadilan, maka hal itu berarti pihak-pihak tersebut akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Kedua pihak harus menghormatinya dan tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan.
· Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak karena harus tunduk dan patuh kepada apa yang termuat dalam putusan dan apabila

sebaliknya, maka dapat dipaksakan melalui kekuatan alat negara untuk merealisasikan amar putusan tersebut.
· Teori tentang kekuatan hukum mengikat
· Teori Hukum Materiil : Putusan dapat menimbulkan/ meniadakan hubungan hukum, sehingga merupakan sumber hukum materiil. Dikatakan ajaran hukum materiil karena memberi akibat yang bersifat hukum materiil pada putusan. Teori ini tidak tepat dan telah ditinggalkan karena hanya mengikat para pihak dan tidak membcri wewenang untuk mempetahankan hak seseorang terhadap pihak ketiga.
· Teori Hukum Acara: Putusan bukanlah sumber hukum materiil, melainkan sumber wewenang prosesuil. Akibat hukum dari putusan bersifat hukum acara karena diciptakan/dihapuskannya wewenang dan kewajiban prosesuil. Ajaran ini sangat sempit karena putusan tidak hanya sebagai sumber wewenang prosesuil, sebab menuju kepada penetapan yang pasti tentang hubungan hukum yang merupakan pokok sengketa.
· Teori hukum pembuktian : utusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan di dalamnya sehinggn mempunyai kekuatan mengikat karena pembukian lawan terhadap isi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap/pasti tidak diperkenankan. Teori ini kuno yang tidak banyak penganutnya.
· Teori teriktnya para pihak pada putusan : Teori ini mempunyai dua arti :
1. Arti positif : Kekuatan mengikat suatu putusan karena apa yang telah diputus antara para pihak berlaku sbg positif benar. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap : benar res judicata pro verelale habetur. Pembuktian lain tidak dimungkan (Pasal 1917, 1920 BW).
2. Arti negatif : Kekuatan mengikat suatu putusan karena hakim tidak boleh memutus apa yang telah pemah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama: “ne bis in idem atau litis finiri oporlet” apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Teori ini yang berlaku dalam hukum acara Indonesia (Pasal 1917, 1920 B W).
· Teori Kekuatan Hukum yang Pasti: Apabila suatu putusan yang tidak lagi tersedia upaya hukum bisa (perlawanan (verzet), banding dan kasasi) maka pulusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pasti (kracht van gewijsde). Dengan memperoleh kekuatan

hukum yang pasti tidak dapat diubah lagi dengan upaya hukum biasa, melainkan dengan upaya . hukum luar biasa (peninjauan kembali atau perlawanan pihak ketiga).
2. Kekuatan Pembuktian : Putusan hakim dalam bentuk tertulis (vonnis) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bertujuan untuk digunakan akta sebagai alat bukti oleh para pihak, yang kemungkinan akan diperlukan untuk mengajukan banding dan kasasi atau pelaksanaan putusan.
· Dalam hukum pembuktian putusan berarti telah memperoleh suatu kepastian tentang sesuatu, sehingga setiap sarana yang memberi kejelasan/kepastian tetang sesuatu peristiwa mempunyai kekuatan pembuktian. Meskipun tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, namun tetap mempunyai kekuatan pembuktian.
· Putusan hakim merupakan persangkaan yang berarti isinya dianggap benar (res judicara pro veretale habetur). Kekuatan pembuktian terhadap putusan perdata diserahkan kcpada pertimbangan hakim.
3. Kekutan Eksekutorial : Suatu putusan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya serta realisasi/pelaksanaan (eksekusi) secara paksa. Suatu putusan yang tidak dapat dilaksanakan tidak mempunyai arti apa-apa. Putusan tersebut menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk dapat direalisir sehingga putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial.
· Kekuatan eksekutorial terhadap keputusan hakim berarti mempunyai kekuatan untuk melaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan secara paksa oleh alat- alat negara.
· Persyaralan bagi suatu putusan untuk memperoleh kekuatan eksekutorial : adanya kepala putusan dengan bunyi "Demi Keadilan ke-Tuhanan yang Maha Esa".
· Susunan dan Isi Putusan
1. Kepala putusan : Setiap putusan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi “Demi Keadilan ke-Tuhanan yang Maha Esa” (Pasai 4 (1) UU No.4/2004). Kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan dan apabila tidak ada kalimat ini maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut.

2. Identitas para pihak : Dalam suatu perkara/gugatan sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, sehingga dalam putusan tersebut harus memuat identitas para pihak nama, umur, alamat, dan nama kuasanya apabila ada.
3. Pertimbangan : Pertimbangan atau konsideran merupakan dasar dari putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua: tentang duduknya perkara
/ peristiwa dan tentang hukumnya.
· Hal-hal yang dimuat dalam bagian pertimbangan putusan merupakan alasan- alasan hakim sebagai pertanggung jawab kepada masyarakat, sehingga mempunyai nilai objektif.
· Setiap putusan harus memual ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar dari putusan, pasal-pasal dan hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara serta hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan diucapkan oleh hakim (Ps. 184 HIR/195 R.Bg/23 UU.14/1970)
4. Amar putusan : Jawaban terhadap petitum penggugat dan merupakan amar atau dictum yang merupakan tanggapan hakim terhadap petitum penggugat Hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah yang seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan sengguh-sungguh menyelesaikan perkara sampai tuntas:
· Amar Putusan dibagi menjadi 2 Macam :
1. Decfaratif: Penetapan hubungan hukum yang menjadi sengketa.
2. Dispositif: memberikan hukumnya yang berupa “mengabulkan atau menolak gugatan penggugat”. Tetapi apabila tidak memenuhi persyaratan/prosedur gugatan, hakim tidak berwenang mengadili, dan lain-lain, maka amarnya berupa tidak dapat diterima (niet ont vankelijk verklaard).
· Jenis- jenis putusan
1. Putusan akhir: Putusan yang mengakhiri suatu sengketa/ perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu Putusan akhir ini mempunyai tiga sifat:
□	Menghukum (Condemnatoir):
· Putusan yang bersifat meghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.
· Putusan yang bisa dilaksanakan karena berisi penghukuman yang menghukum pihak yang kalah utk melakukan sesuatu.
· Putusan Penghukuman
· Putusan dapat berbentuk diakui hak penggugat atau preslasi yang dituntutnya;

· Penghukuman semacam ini terjadi berhubung dengan perikatan yang bersumber pada persetujuan atau undang-undang, yang prestasinya dapat terdiri dari : memberi, berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
· Pada umumnya berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang;
· Menciptakan (constiutif):
· Putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum tertentu:
· Putusan yang menghapuskan suatu keadaan, sehingga tidak perlu dieksekusi
· Misal : pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampunan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian (Ps 1266-1267 BW).
· Kriterianya :
· Putusan ini pada umumnya tidak dapat dilaksanakan karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu;
· Akibat hukumnya tidak tergantung pada bantuan pihak lawan yang dikalahkan;
· Keadaan hukum yang baru dimulai pada saat putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti;
· Perubahan keadaan tau hubungan hukum sekaligus terjadi pada saat putusan diucapkan tanpa memerlukan upaya paksa.
· Menerangkan / menyatakan (declaratoir) :
· Putusan yang isinya menerangkan./menyatakan hubungan yang sah:
· Putusan yang hanya sekedar menerangkan/ menetapkan suatu keadaan saja, sehingga tidak perlu dieksekusi.
Misal : anak yang menjadi sengketa adalah anak yang sah dari perkawinan yang sah;
· Kriterianya :
· Keadaan hukum tertentu yang dituntut tanpa diperlukan suatu prestasi;
· Tidak memerlukan upaya pemaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan;
· Hanya mempunyai kekuatan mengikat saja.
2. Putusan Sela/antara : Putusan yang diucapkan di dalam persidangan dan berfungsi untuk memperlancar pemeriksaan perkara.
· Kriterianya :
· Putusan hanya dapat dibanding bersama-sama dengan permintaan banding terhadap putusan akhir;

· Tidak dibuat secara terpisah melainkan bersama-sama dalam berita acara pemeriksaan.
· Macam-macam Putusan Sela :
a. Putusan praeparatoir : Putusan sebagai pers1apan putusan akhir tanpa mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir.
b. Misal Penggabungan dua perkara atau menolak diundurkannya pemeriksaan saksi.
c. Putusan interlocatoir : Putusan yang isinya memerintahkan pembuktian yang dapat mempengaruhi putusan akhir.
Misal. Diperintahkan untuk pemeriksaan saksi/ pemeriksaan setempat.
3. Putusan insidentil: Putusan yang berhubungan dengan insidentil; yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa dan belum berhubungan dengan pokok perkara. Misal. Putusan yang membolehkan ikut sertanya seseorang dalam perkara (vrijwaring, voeging atau tussenkomst).
4. Putusan provesionil: putusan yang menjawab tuntutan provisionil; yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Putusan ke 13 : Tata Cara Membuat Memori Banding
A. Upaya Hukum
· Upaya Hukum adalah Suatu upaya untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan/kesalahan yang terdapat dalam suatu putusan hakim yang belum memperoleh kkuatan hukum yang pasti.
· Pihak-pihak yang tidak dapat menenma (tidak puas) terhadap putusan hakim tersebut harus dengan tegas-tegas mengajukannya keberatan terhadap seliap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
· Upaya hukum biasa ini bersifat menghentikan peJaksanaan putusan untuk sementara waktu.
B. Upaya Hukum Banding
1. Pengertian Upaya hukum Banding
· Upaya hukum banding adalah Sualu upaya hukum biasa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama (Mahkamah Syar' iyah) apabila salah satu pihak (kedua pihak) tidak dapat menerima putusan karena merasa hak-haknya terserang oleh adanya putusan itu atau menganggap putusan itu kurang benar/ kurang adil, maka ia dapat mengajukan upaya hukum banding kepada pengadilan banding (Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tinggi Agama (Mahkamah Syar'iyah Aceh ).
2. Prosedur banding :
· Salah satu pihak (kedua belah pihak) yang merasa putusan pengadilan tingkat pertama kurang benar/kurang adil, perlu mengajukan permohonan pemeriksaan ulang kepada pengadilan yang lebih tinggi;
· Terhadap putusan yang dijatuhkan tanpa hadir tergugat (verstek), maka ia hanya dapat mengajukan perlawanan (verzet). Sedangkan lerhadap penggugat ia dapat mengajukan banding;
· Permohonan banding diajukan kepada panitera pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung mulai hari berikutnya dari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan;
· Empat belas hari terhitang sejak diberitahukannya putusan kepada yang berkepentingan apabila tidak hadir pada saat diucapkannya putusan;

· Setelah salah salu pihak mengajukan permohonan banding dan dicatat oleh panitera dalam risalah banding, maka panitera dalam waktu 14 hari harus memberitahukan kepada pihak lawannya;
· Setelah pihak-pihak mengetahui adanya permohonan banding maka dalam tenggang waktu 14 hari diberi kesempatan untuk mempelajari surat-surat dan berkas perkara;
· Kedua belah pihak (pembanding/terbanding) diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti baru yang belum pemah diajukan sebelumnya;
· Pembanding berhak mengajukan risalah Memori Banding yang memual alasan- alasan atau keberatan terhadap putusan yang menyebabkan tidak dapat diterimanya putusan yang bersangkutan;
· Terbanding berhak mengajukan risalah Kontra Memori Banding yang merupakan alasan untuk menolak alasan-alasan pembanding;
· Panitera berkewajiban mempersiapkan berkas perkara untuk mengirimkan kepada pengadilan banding dalam tenggang waktu 30 hari setelah menerima permohonan banding;
· Apabila pihak-pihak mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu yang melebihi 14 hari, panitera tidak dibenarkan untuk menolaknya karena hal itu merupakan wewenang pengadilan banding;
· Dalam pengadilan banding hakim tidak boleh mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut/melebihi apa yang dituntut;
· Hakim banding hanya mempertimbangkan hal-hal yang dibantah dalam memori banding, kecuali telah bertentangan dengan ketentuan undang-undang.
· Dalam menentukan biaya banding harus diperhitungkan :
· Biaya pencatatan pernyataan banding;
· Besar biaya banding yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi;
· Biaya pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos;
· Ongkos kirim berkas;
· Biaya pemberitahuan berupa:
a. Biaya pemberitahuan akta banding;
b. Biaya pemberitahuan memori banding;
c. Biaya pemberitahuan kontra mencari banding;
d. Biaya pemberitahuan meriksa berkas bagi pembanding;

e. Biaya pemberitahuan memeriksa berkas bagi terbanding;
f. Biaya pemberitahuan bunyi putusan bagi pembanding;
g. Biaya pemberitahuan bunyi putusan bagi terbanding;
· Apabila semua proses sudah dilaksanakan sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tingkat banding, maka kelengkapan berkas perkara harus diteliti dengan seksama, agar tidak ada satu suratpun yang berhubungan dengan pcrkara ini tertinggal dan tidak ikut terkirim ke pengadilan tingkat banding.
· Hal yang demikian itu dalam praktek kadang-kadang sering terjadi, sehingga berkas perkara setelah sampai di PT dikirim kembali ke pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan untuk dilengkapi, sehingga memperlambat proses penyelesaian perkara dan akan merugikan pihak pencari keadilan.
· Setelah perkara lengkap, sudah menjadi tugas Meja Ketiga untuk menyusun berkas perkara, kemudian dijahit rapi menjadi bundel A.

Pertemuan ke 14: Tata Cara Membuat Memori Kasasi
A. Pengertian Upaya Hukum Kasasi
· Upaya Hukum Kasasi adalah suatu upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung untuk pembatalan/ perbaikan atas putusan pengadilan-pengadilan lain dalam tingkat peradilan yang terakhir/ penetapan dan perbuatan pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali putusan pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan (vrijsprach).
· Upaya hukum kasasi diajukan oleh pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan banding, asal terdapat alasan-alasan yang ditetapkan undang- undang.
B. Prosedur Kasasi :
· Kasasi dapat diajukan oleh para pihak yang berkepentingan atau dengan mewakilkan kepada pihak lain yang diberi kuasa secara khusus;
· Permohonan kasasi disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya;
· Permohonan kasasi diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan atau panetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon(Ps 46 UU No. 14/1985);
· Apabila dalam tenggang waktu 14 hari tersebut lelah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh yang berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan;
· Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari setelah permohonan kasasi terdaftar, panitera pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara tersebut memberitaukan secara tertulis mengenai pcrmohonan itu kepada pihak lawan;
· Pemohon kasasi wajib menyampaikan risalah Memori Kesasinya yang memuat alasan-alasannya dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar;

· Kepaniteraan pengadilan setelah menerima risalah Memori kasasi dari pemohon kasasi maka harus menyerahkan salinan memomori kasasi tersebut kepada Termohon kasasi dalam tenggang waktu 10 hari;
· Termohon kasasi berhak mengajukan jawaban terhadap memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan Memori Kasasi;
· Permohonan kasasi, penyerahan memori kasasi yang telah lewat tenggang waktu yang ditentukan undang-undang harus dinyatakan tidak dapat diterima;
· Risalah kasasi dari pemohon kasasi harus memuat keberaten-keberatan/alasan- alasan yang berhubungan dengan pokok persoalan perkara, terutama ditujukan terhadap putusan Pengadilan tingkat banding;
· Setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi, yang disertai dengan berkas perkara, panitera pengadilan tingkat pertama harus mengirimkannya kepada MA selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari;
· Keberatan dalam tingkat kasasi hanya berkaitan dengan masalah hukum semata dan bukan lagi masalah fakta karena hal itu merupakan wewenang yudex factie, sehingga penilaian tentang hasil pembuktian tidak menjadi wewenang hakim kasasi;
· Permohonan kasasi meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, baik bagian yang merugikan pemohon kasasi maupun yang menguntungkan pemohon kasasi;
· Menurut yurisprudensi, lewatnya tenggang waktu kasasi masih dapat diterima permohonan kasasi asal keterlambatan tersebut disebabkan oleh hal-hal di luar kehendak dan di luar kesalahan pemohon (Putusan MA No. 03/K/Ag/1979).
· Putusan MA oleh pengadilan tingkat pertama diberitahukan kepada kedua belah pihak selambut-lambatnya 30 hari setelah putusan dan berkas perkara diterima oleh pengadilun tingkat pertama.
· Alasan-alasan Hukum yang dipergunakan dalam Risalah Memori Kasasi :
1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. Salah menerapkan 121 Hukum atau melanggar Hukum yang berlaku

3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan (Pasal 30 UU No.14/1985 jo Pasal 30 UU No.5/2004).


Pertemuan ke 15.
Kemahiran Membuat Permohonan Peninjauan Kembali.
· Peninjauan Kembali disebut juga upaya hukum luar biasa : Upaya hukum yang dapat digunakan oleh para pihak terhadap putusan yang telah memperoleh kekuacan hukum yang pasti. Putusan yang diajukan dalam tingkal terakhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (verstek) yang tidak lagi terbuka untuk mengajukan perlawanan dapat mengunakan upaya hukum PK-ini.
· Istilah Pcninjauan Kembali dalam perundang-undangan nasional mulai dipakai pada Undang-Undang No 19 tahun 1964 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 15 undang-undang tersebut disebutkan bahwa Terhadap putusan pengadilan yang teiah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat dimohon peninjauan kembali, hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan. yang ditentukan dengan undang-undang. Permohonan PK dalam sistem peradilan umum di Indonesia diterima atau dilaksanakan oleh Mahkamah Agung melalui Lembaga Peninjauan Kembali (Lembaga PK). Pada perkembangannya, keberadaan Lembaga PK dalam sistem peradilan di Indonesia mengalami tahap pasang-surut da1am arti kadang aktif kadang tidak. Sekitar tahun 1970-an Lembaga PK mengalami kevakuman (tidak aktif) dalam praktik peradilan di bawah Mahkamah Agung. Lembaga PK kembali aktif dalam sistem peradilan Indonesia pada tahun 1980-an setelah terkuak kasus peradilan sesat “Sengkon-Karta” yang menghebohkan dunia hukum pidana Indonesia saat itu.
· Upaya hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum pada tingkat pertama dan terakhir, sebagaimana ketentuan Pasal 34 UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung :
“Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-Undang ini”
· Permohonan PK hanya dilakukan 1 kali saja;
Dalam Pasal 268 ayal 3 KUHAP dijelaskan bahwa PK terhndap suatu putusan pengadilan hanya dapat dilakuknn salu kali. Poda tahun 2013 Antasari Azhar mengajukan uji materi Pasal 268 ayat 3 KUHAP ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi ke MK dilakukan untuk menilai apakah suatu pasal atau undang-undang

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) Antasari yang merupakan terpidana 18 tahun dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain merasa dirinya belum mendapat kadilan dengan upaya PK yang pernah Ia lakukan. Dalam persidangan uji materi tersebut terdapat perdebatan mengenai keadilan dan kepastian hukum. Apabila PK dapat dilakukan berkali-kali maka kepastian status hukum seseorang sukar ditentukan. Yusril Ihza Mahendra yang tampil sebagai saksi ahli dalam sidang uji materi di MK menerangkan bahwa PK berkali-kali adalah dalam rangka mencari keadilan materil. Pada 6 Maret 2014 MK memutuskan mengabulkan permohonan Antasari Azhar yakni PK dapat dilakukan berkali-kali. Putusan ini mendapat respon yang kurang baik dari Mahfud MD yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Mahfud berpendapat bahwa putusan MK terkait PK berkali-kali menimbulkan kepastian hukum seseorang menggantung. Terkait putusan MK tersebut, maka sccara otomatis Pasal 268 ayat 3 KUHAP yang mengatur bahwa PK hanya bisa diajukan satu kali sudah tidak berlaku karena bertentangan dengan UUD 45
· Bahwa permohonan/permintaan peninjauan kembali yang diatur dalam perkara perdata maupun yang diatur dalam perkara pidana, hanya dapat diajukan 1 (salu) kali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kckuasaan Kehakiman. Adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :
· “Terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan peninjauan kembali”
· Mahkamah Agung melalui SEMA no 10 taun 2009 tentang Peninjauan Kembali menegaskan kembali mengenai bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 kali baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana bertentangan dengan undang-undang.
· Adapun pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., mengenat peninjauan kembali adalah scbagai berikul : “peninjauan kembali merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (verstek), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan”
· Permohonan PK tidak menangguhkan/ menghentikan/ eksekusi; Secara normatif undang-undang mengatur bahwa PK tidat menangguhkan atau menghentikan eksekusi (pelaksanaan putusan). Berdasarkan Pasal 23 ayal 1 UU No. 21 Tahun 2004 dan Pasal 67 UU MA, objek permohonan hukum PK adalnh sualu putusan yang, berkekuatan hukum tetap (BHT). Hal ini berarli bahwa saat putusan BHT dijatuhkan, terdakwa telah

berubah hukumnya menjadi terpiduna. Putusan pengadlian yang BHT demikian tidak berpengaruh dengan proses PK yang diajukan sehingga tetap dilaksanakan.
· Alasan-alasan untuk mengajukan PK :
1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tdk dapat ditemukan;
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
4. Apabila mengenal suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya
5. Apabila antara pihak-pihak yang sama, mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama dan oleh hakim yang sama atau sama tingkahannya telah diberi putusan yang betrantangan satu dengan yang lain;
6. Apabila dalam putusan itu terdapat suatu kekhilafan hak.im atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 67 UU No. 14/1985).
· Adanya Keadaan (bukti) Baru. Salah salu alasan yang dapat diterima untuk pengajuan PK berdasar undang-undang ialah adanya atau ditemukannya bukti baru (sering disebut novum) yang belum pernah dihadirkan dalam persidangan. Bukti baru ini dapat berupa benda ataupun saksi yang bersifat menimbulkan dugaan kuat. Menimbulkan dugaan kuat yang dimaksud ialah jika seandainya bukti baru tersebut ditemukan saat sidang berlangsung, maka: (1) dapat membuat terpidana dijatuhi putusan bebas atau lepas dari seluruh tuntulan hukum, (2) dapat membuat putusan yang menyatakan tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima, atau (3) dapat membuat hakim menggunakan pasal yang lebih ringan dalam memutus terpidana.
· Kesalahan atau kekhilafan hakim. Sebagai seorang manusia, sangat dimungkinkan hakim dalam membuat putusan pengadilan melakukan kesalahan maupun kekeliruan. Dalam praktik peradilan, putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dapat dikoreksi dengan cara banding ke pengadilan tingkat dua (Pengadilan Tinggi) manapun

ke tingkat tiga (Mahkumah Agung). Koreksi terhadap putusan dalam sistem peradilan berjenjang tersebut terkadang tetep menghasilkan suatu putusan yang keliru baik dalam hal penerapan pasal maupun pertimbangan hukum. Terhadap putusan-putusan seperti ini upaya hukum PK dapat diajukan.
· Permohonan PK. Peninjauan Kembali diajukan oleh pemohon dalam hal ini terpidana atau ahli waris kepada panitra (petugas administrasi pengadilan) Pengadilan Negeri yang memutus perkara untuk pertama kali. Permintaan pengajuan PK dilakukan secara tertulis dilengkapi dengan alasan-alasan yang mendasari diajukannya PK. Panitera pengadilan yang menerima permintaan PK mencatat permintaan PK tersebut dalam suatu surat keterangan yang disebut Akta Permintaan Peninjauan Kembali. Tidak ada batas waktu dalam pengajuan PK, yang lebih diutamakan ialah terpenuhinya syarat-syarat pengajuan PK yang diatur UU dan KUHAP.
· Proses pada Pengadilan Negeri. Sebelum permohonan PK diserahkan ke Mahkamah Agung, sesuai dengan KUHAP Pengadilan Negeri bertugas untuk memeriksa perkara PK terlebih dahulu. Dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk membentuk majelis hakim yang akan memeriksa permohonan. Majelis haJ<lm yang dibentuk akan melakukan pemeriksaan terhadap materi PK terdakwa maupun saksi atau barang bukti yang diperlukan. Pemcriksaan pendahuluan di Pengadilan Negeri bersifat resmi dan terbuka untuk umwn. Setelah pemeriksaan selesai, majelis hakim akan membuat pendapat terhadap PK yang diajukan. Pendapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pendapat yang turut dilimpahkan bcrsama berkas PK kc Mah.kamah Agung.
· Proses pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk memutus permohonan PK. Berita Acara Pendapat dari Pengadilan Negeri yang diperoleh dari pemeriksaan pendahuluan PK tidak selalu menjadi pertimbangan hakim MA dalam memutus perkara Pada saat memeriksa permohonan PK, majelis dalam MA terdiri dari minimal tiga orang hakim agung. Putusan dibacakan dan ditandatangani oleh hakim agung yang melakukan pemeriksaan pcrmohonan PK Putusan PK olch Mahkamah Agung dapat berupa: (l) permintaan dinyatakan tidak dapat diterima, (2) menolak permintaan Peninjauan Kembali, atau. (3) menerima Peninjauan Kembali

· Adapun tenggang waktu dalam mengajukan PK adalah sebagaimann ketentuan Pasal 69 UU No.14 Tahun l985 sebagaimana telah diubala UU No. 5 Tnhun 2004 tetang Makamah Agung menyatakan :
“Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 80 (seratus delapan puluh) hari untuk :
a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
d. yang tersebut pada huruf c sejak sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara."
· Permohonan PK diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung, caranya adalah seperti mengajukan gugatan biasa dan harus memuat alasan-alasan PK;
· Apabila PK dikabulkan maka akan dikembalikan kepada keadaan semula (seperti sebelum adanya putusan);
· Apabila didasarkan pada putusan yang saling bertentangan dan PK dikabulkan, maka hanya ditetapkan dalam putusan bahwa yang dijatuhkan terdahulu sajalah yang mempunyai kekuatan;
· Permohonan peninjauan kembali harus diajukan dalam jangka waktu 180 hari untuk :
· Apabila didasarkan pada suatu kebohongan sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yangg berperkara;
· Sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari atau tanggal ditemukan hurus dinyatakan di barah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

· Sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetep dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara;
· Sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.
· Setelah Ketua Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan PK, maka panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan dengan maksud:
· Dalam hal permohonan PK didasarkan atas alasan yang berkaitan dengan kebohongan/tipu muslihat pihak lawan atau karena ditemukan bukti-bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa belum ditemukan, maka pihak lawan dapat mengajukan jawabannya.
· Sedangkan untuk alasan lainnya hanya sekedar untuk diketahui pihak lawan.
· Tenggang waktu bagi pihak Iawan untuk mengajukan jawabannya adalah 30 hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan PK.
· Surat jawaban diserahkan/dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama, panitera membubuhi cap, hari dan tanggal diterima serta salinannya dikirimkankepada pemohon PK untukdiketahui.
· Permohonan PK lengkap dengan berkasnya, panitera harus mengirimkannya kepada MA dalam tenggang waktu 30 hari.
· Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet): Upaya hukum yang diajukan oleh pihak ketiga yang sebelumnya tidak menjadi pihak dalam perkara, namun dengan putusan tersebut rnenimbulkan kerugian bagi dirinya, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut.
· Perlawanan diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa.
· Pihak ketiga yang mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepenlingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-hak nya.
· Apabila perlawanan itu dikabulkan, maka putusan yang dilawan diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga .

· Perlawanan terhadap sita eksekutorial : Seseorang yang mengaku sebagai pemilik barang yang disita secara eksekutorial dapat mengajukan perlawanan terhadap sita eksekutorial atas barang tersebut. Perlawanan ini tidak menghambat eksekusi, kecuali kalau Ketua Pengadilan memberi perintah untuk menangguhkan pelaksanaan.



Pertemuan ke 16 :
Permohonan Pelaksanaan Putusan Hakim (Eksekusi) terhadap Putusan yang telah memperoleh Kekualan Hukum Tetap (inkracht).
· Pengertian Eksekusi, Eksekusi berasal dari kata “executie” (Belanda) atau execution (Inggris) yang berarti melaksanakan putusan hakim (ten uitvoer legging van vonnissen). Dengan kata lain eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
· Eksekusi putusan perdata berarti melaksanakan putusan dalam perkara perdata secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pihak tereksekusi tidak bersedia melaksanakan secara sukarela.
· Eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan hakim, tindakan ini merupakan proses terakhir terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (BHT).
· Putusan BHT dapat berupa :
1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan banding atau kasasi karena telah diterima oleh kedua belah pihak;
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung;
3. Putusan pengadilan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan Peninjauan kembali dari Mahkamah Agung;
4. Putusan verstek dan pengadilan tingkat pertama yang tidak diverzet;
5. Putusan basil perdamaian dari semua pihak yang berperkara.
· HAKIKAT PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM
· Suatu perkara yang diajukan ke pengadilan agar mendapatkan putusan, namun dengan putusan saja belum menyelesaikan persoalan antara para pihak yang bersangkutan melainkan harus dapat dijalankan. Putusan hakim mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan secara paksa oleh alat-alat negara.
· Pada hakika.tnya hanya putusan yang bersifat condemnatoir yang perlu dilaksanakan dengan upaya paksa, sedangkan put usan declaratoir dan constitutive tidak diperlukan upaya paksa karena tidak adanya hak atas suatu prestasi dan terjadinya akibat hukum tidak tergantung pada bantuan / kesediaan pihak yang dikalahkan .
· Apabila pihak yang dikalahkan dalam suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak mau melaksanakan secara sukarela, barulah pihak yang dimenangkan dapat memohon eksekusi pada pengadilan untuk melaksanakannya secara paksa.

· Jenis-jenis Eksekusi
1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang dan prestasu yang diwajibkan untuk membayar sejumlah uang.
2. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan dan apabila hal itu tidak dapat dilakukan dapat dinilai dengan uang.
3. Eksekusi riil: Pelaksanaan putusan hakim yang memrintahkan pengosongan benda tetap dan hal itu dapat dilakukan dengan perintah hakim kepada jurusita dengan bantuan panitera (jika perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara) agara barang tetap itu dikosongkan oleh orang yang dihukum serta keluarganya.
4. Eksekusi langsung (parate executie): Seorang kreditur menjual barang-barang tertentu milik debitur tanpa mempunyai title eksekutorial.
· Campur Tangan Hakim terhadap Putusan Condemnatoir
1. Terhadap putusan hakim yang bersifat condemnatoir, pengadilan baru dapat campur tangan untuk menegakkan kekuatan pelaksanaan putusan demi kepastian hukum (rechtzakerheid) apabila:
2. Adanya permintaan dari pihak yang menang (baik lisan maupun tulisan) dan telah ada perintah dari Ketua Pengadilan untuk melaksanakan eksekusi.
3. Berdasarkan permintaan eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan memanggil pihak yang kalah untuk diberi peringatan agar melaksanakan isi putusan (aanmanning).
4. Waktu yang diperlukan untuk aanmanning tidak boleh lebih dari 8 (delapan) hari, tetapi dalam praktik selalu tempo 8 (delapan) hari untuk memberi kesempatan pihak yang kalah untuk mempersiapkan isi dan bunyi putusan.
5. Apabila pihak yang kalah ternyata tidak memenuhi peringatan Ketua Pengadilan tersebut, maka Ketua Pengadilan mengeluarkan Surat Ketetapan Pelaksanaan Putusan (beschikking) dan dengan adanya penetapan tersebut proses eksekusi dimulai.
· Fungsi Ketua PN/PA terhadap Eksekusi
Fungsi dan kewenangan secara ex officio, Ketua Pengadilan untuk melaksanakna eksekusi tidak terbatas pada pengeluaran surat penetapan eksekusi, tetapi juga meliputi:
· Seluruh kegiatan eksekusi;
· Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelelangan;
· Tindakan pengosongan dan penyerahan objek lelang pada pembeli lelang;
· Penyerahan dan penguasaan objek eksekusi kepada pemohon eksekusi dalam eksekusi riil.
· Bentuk-bentuk Eksekusi
1. Eksekusi diperlukan untuk memenuhi putusan yang bersifat condemnatoir yang sasarannya dapat berupa penghukuman/perintah/pembebanan kepada Termohon eksekusi untuk:
2. Menyerahkan suatu barang;
3. Mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah atau rumah, termasuk pembongkaran jika diperlukan;

4. Melakukan suatu perbuatan tertentu;
5. Menghentikan suatu perbuatan atau keadaan tertentu;
6. Membayar sejumlah uang;
7. Eksekusi pengosongan;
· Pengosongan merupakan salah satu bentuk dari eksekusi riil dan merupakan yang paling sering terjadi dalam praktik.
· Pengosongan merupakan tindakan untuk meninggalkan objek perkara: pihak yang klaah pergi meninggalkan benda terperkara, baik secara materiil maupun secara formal, sehingga tidak ada lagi sangkut paut hak dan penguasaan hak yang kalah di atas benda yang dikosongkan tersebut, termasuk berupa penikmatan dan penguasaan dari hasil yang timbul dari benda terperkara yang dikosongkan.
· Apabila pihak yang dikalahkan (geexecuteerde) ingkar untuk mengosongka barang yang tidak bergerak telah dijual, maka ketua PN atau panitera yang dikuasakan mengeluarkan surat perintah kepada Jurusita agar barang tersebut ditinggalkan atau dikosongkan oleh pihak yang dikalahkan bersama semua orang yang ikut kepadanya dan segala barang- barangnya.
· Ruang Lingkup Pengosongan
1. Objek benda yang tidak bergerak: Eksekusi ini hanya melekat terhdap benda yang tidak bergerah (tanah, rumah, gedung, dll).
2. Meninggalkan objek terperkara: suatu tindakan untuk mengosongkan objek terperkara, pihak yang kalah dihukum untuk mengosongkan objek terperkara:
· Pergi meninggalkannya;
· Dalam keadaan kosong;
· Untuk diserahkan dan dikuasai pihak yang menang tanpa gangguan
3. Orang yang mesti meninggalkan benda yang hendak dikosongka adalah seorang yang kalah dalam perkara itu sendiri dan kaum keluarganya secara permaen dan bukan untuk sementara waktu.
4. Pengosongan meliputu segala harta benda pihak yang kalah.
· Prosedur dan Teknis Eksekusi
1. Pemberitahuan waktu pelaksanaan kepada tereksekusi. Sebelum pengosongan dilakukan harus terlebih dahulu diberitahukan hari, tanggal, jam pelaksanaan kepada tereksekusi. Pemberitahuan ini di samping keharusan juga agar si tereksekusi mengetahui dan dapat hadir pada waktu pelaksanan. Bila ia hadir maka dapat menjaga keselamatan barang atau dipindahkan dalam objek perkara yang dikosongkan tersebut atau dapat menunjukkan tempat pemindahan barang tersebut.
2. Tempat serta tereksekusi yang dikosongkan.
· Tempat yang ditentukan tereksekusi, apabila tereksekusi menentukan tempat barang yang dipindahkan untuk pengosongan, maka barang-barang tersebut diletakkan di

tempat yang telah ditentukan.
· Tempat yang patut, apabila tereksekusi tidak menentukan tempat penyimpanan yang dapat menjamin keamanan dan keselamatan barang, baik dari pencurian maupun dari kerusakan sesuai dengan jenis dan sifat barang tersebut.
· Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah :
a. Tempat yang disetujui oleh pemerintah setempat (Desa/Lurah atau Camat) karena merekalah ynng lebih mengetahui kondisi keamanan wilayahnya.
b. Memberitahukan polisi atau Kepala Desa/Lurah untuk penjagaan barang tersebut.
· Asas-asas Eksekusi
1. Putusan hakim yang dieksekusi haruslah putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) .
2. Putusan hakim yang dieksekusi harus bersifat menghukum (condemnatoir).
3. Putusan tidak dijalankan secara Sukarela.
4. Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Kelua Pengadilan yang dilaksanakan oleh Panitera dan Jurusita pengadilan yang bersangkutan.
· Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan
a. Yang dapat dieksekusi
b. Salinan putusan yang dijatuhkan di Indonesia;
c. Putusan P-4-D setelah equator;
d. Grosse akta hipotik;
e. Akte notarial dengan kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
f. Putusan Wasit yang telah dinyatakan DAPAT dijalankan;
g. Perintah hakim = putusan yang telah BHT.
· Bentuk-bentuk Pernyataan Penghukuman
· Persyaratan penghukuman terhadap Tergugat untuk menjalankan salah satu pernyataan berikut:
· Menyerahkan sesuatu barang
· Mengosongkan sebidang tanah atau rumah
· Melakukan suatu perbuatan tertentu
· Melakukan pembongkaran
· Menghentikan suatu perbuatan atau keadaan
· Membayar sejumlah uang
· Proses Eksekusi
· Proses tersebut berlaku untuk semua jenis eksekusi, baik eksekusi riil, melakukan suatu perbuatan atau pembayaran sejumlah uang, yang secara ringkas meliputi:
a. Adanya permohonan eksekusi dari pihak Penggugat;
b. Penaksiran dan pembayaran biaya eksekusi;

c. Penetapan perintah aanmanning;
d. Pemanggilan untuk aanmanning;
e. Pelaksanaan aanmanning dalam sidang insidentil dengan dibuatkan berita acaranya.
· Selanjutnya terhadap putusan yang bersifat condemnatoir terdapat beberapa jenis amar putusan dan berkaitan dengan tata cara eksekusinya yaitu sebagai berikut:
· Jurusita harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan dalam proses pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan sebagai pimpinan eksekusi.
· Tindakan Jurusita dalam proses eksekusi harus didasarkan pada Penetapan Ketua Pengadilan yang berisi perintah kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan tahapan-tahapan proses eksekusi menurut jenis-jenis amar putusan yang bersangkutan.
· Walaupun eksekusi sudah selesai dilaksanakan dan putusan pengadilan selesai, namun di dalam praktek masih dimungkinkan terjadinya upaya perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yang diajukan kepada pengadilan.
· Prosedur Aanmanning
1. Adanya permohonan eksekusi kcpada KPN/KPA;
2. Tergugat dipanggil secara resmi/patut;
3. Peringatan dilakukan dalam sidang insidentil
· Dihadiri Tergugat/Kuasanya;
· Dihadiri KPA/KPN/Panitia;
· Dibuat Berita Acara peringatan;
· Bila Tereksekusi tidak datang:
· Alasan sah – diulangi
· Tanpa alasan – tidak perlu diulangi dan tidak perlu tenggang waktu: ex officio PA/KPN membuat surat perintah eksekusi riil.
· Bila datang – diberi tenggang waktu 8 hari untuk memenuhi keputusan.
· Prosedur Eksekusi Rill
· Prosedur eksekusi riil setelah lampaunya waktu aanmanning 8 (delapan) hari adalah sebagai berikut:
· Ketua Pengadilan membuat penetapan perintah eksekusi kepada Panitera/Jurusita
· Jurusita memeritahukan tanggal, waktu dan tempat eksekusi kepada pemohon dan termohon eksekusi dan memerintahkan yang bersangkutan agar hadir. Pemberitahuan ini bersifat imeratif (Pasal 209 (4) R. Bg/197 (5) HIR).
· Diperlukan adanya koordinasi dengan Kepala Desa setempat dan apparat keamanan
· Pada waktu yang telah ditentukan Jurusita datang ke lokasi dengan membawa dua orang saksi yang memnuhi syarat, yaitu, WNI, telah berumur 21 tahun dan orang yang dapat dipercaya (Pasal 210 R. Bg/197 (7) HIR)
· Pelaksanaan eksekusi untuk pengosongan dan penyerahan barang meliputi orangnya

sendiri, keluarganya dan barang-barangnya. Barang-barang milik termohon eksekusi dipindahkan ke tempat yang ditunjuk oleh termohon eksekusi atau tempat lain yang patut dan pengamanannya diserahkan kepada pihak kepolisian dan Kepala Desa.
· Penyerahan objek eksekusi kepada Pemohon Eksekusi;
· Pembuatan Berita Acara Eksekusi dengan ditanda tangani oleh Jurusita dan oleh dua orang saksi, Pemohon eksekusi, terrmohon eksekusi dan Kepala Desa yang bersangkutan, meskipun hal ini tidak mutlak;
· Menyampaikan salinan resmi Berita Acara kepada Kepala Desa dan BPN (jika tanah/rumah yang sudah bersetifikat untuk didaftarkan dalam buku tanah dan diumumkan);
· Eksekusi terhadap Grosse Akta;
· Grosse akta merupakan salah satu akta notaris yang mempunyai sifat dan karakteristik yang khusus dan semakin banyak dibutuhkan dalam praktik sehari- hari. Grosse akta berbeda dengan akta-akta notaris lainnya, sebab di samping merupakan alat bukti yang sempuma bagi para pihak juga memiliki kekuatan eksekutorial. Jadi grosse akta adalah salinan atau turunan dari akta otentik yang memakai kepala diatasnya kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan pada bagian bawahnya harus dicantumkan sebagai grosse pertama dengan menyebutkan nama orang yang atas permintaannya grosse itu diberikan dan tanggal pemberian grosse itu, dan salinan tersebut mempunyai kekuatan eksekusi yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang tetap.
· DELEGASI EKSEKUSI
· Delegasi eksekusi merupakan pelirnpahan wewenang untuk melaksanakan putusan kepada pengadilan dimana objek eksekusi berada karena pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang untuk melaksanakannya (wilayah hukum pengadilan lain).
· Delegasi eksekusi dilakukan berdasarkan permohonan eksekusi KPA/KPN dengan menyampaikan salinan Penetapan Eksekusi pada PA/PN yang diberi delegasi .
· Surat Pengantar berisi Permintaan bantuan untuk eksekusi.
· PA/PN yang diminta mengeluarkan  surat penetapan  pelaksanaan.
· Berdasarkan  penetapan  tersebut, jurusita  melaksanakan  eksekusi

· Beberapa Permasalahan dalam Eksekusi
· Jurusita/Jurusita belum memahami sepenuhnya ketentuan tentang pelaksanaan eksekusi, terutama mengenai eksekusi riil (pengosongan tanah pekarangan dan rumah).
· Eksekusi terhalang karena tanah objek eksekusi dikuasai pihak ketiga sedangkan tereksekusi tidak hadir.
· Amar putusan tidak jelas. Apabila suatu putusan yang akan dieksekusi ternyata amar putusan tidak jelas maka KPN/KPA perlu meneliti pertimbangan hukum putusan atau menanyakan kepada majelis hakim yang memutus.
· Hambatan  yang  bersifat  non teknis,  seperti pengerahan  massa  yang  dapat

mengakibatkan eksekusi menjadi gagal atau tertunda. Dalam beberapa kasus eksekusi menjadi tertunda karena pihak-pihak yang bersengketa, terutama pihak yang kalah (tereksekusi) mengerahkan massa pendukungnya.
· Apa saja yang di-Eksekusi
1. Salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap/putusan yang memuat perintah dapat dijalankan secara serta-merta (uit voorbaar bij voorraad) atau lebih dahulu meskipun ada banding/kasasi.
2. Grosse akta hipotik dan surat hutang-piutang notariil yang berisi kewajiban membayar sejumlah uang dan memakai kepala “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan kemudian sebagai penutup disebutkan “diberikan untuk grosse pertama”.
3. Putusan wasit yang telah dinyatakan dapat dijalankan
· Pelaksanaan putusan hakim dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan.
· Untuk dapat dilaksanakan putusan hakim secara paksa, pihak yang dimenangkan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan untuk dijalankan.
· Berdasarkan permohonan tersebut Ketua Pengadilan memanggil pihak yang dikalahkan (termohon ekekusi) untuk ditegur agar memenuhi putusan dalam waktu 8 hari setelah teguran tersebut.
· Dalam waktu 8 hari pihak termohon eksekusi melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.
· Apabila dalam waktu 8 hari termohon eksekusi belum memenuhi isi putusan atau sesudah dipanggil secara patut tidak menghadap, maka ketua pengadilan karena jabatannya memberi perintah dengan surat penetapan supaya disita barang-barang bergerak milik termohon eksekusi. Jika tidak ada barang bergerak akan disita barang tetap sebanyak jumlah nilai uang dalam putusan untuk dijalankan.
· Putusan untuk melaksanakan suatu perbuatan dan apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, harus dinilai dengan sejumlah uang dan dilaksanakan seperti putusan untuk membayar sejamlah uang (Pasal 259 R .Bg/225 HIR).
· Putusan untuk membayar sejumlah uang, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik pihak yang dikalahkan yang sebelumnya harus disita (Pasal 214-224 R .Bh/200 H1 R).
· Putusan yang dihukum Tergugat untuk menyerahkan suatu barang (Misalnya sebidang tanah) dilaksanakan oleh Jurusita, apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara (polisi).
· Secara konkrit pelaksanaan putusan hakim berarti meng-uangkan bagian tertentu dari harta kekayaan debitur dengan tujuan untuk memenuhi putusan guna kepentingan kreditur.

· Untuk dapat menguangkan harta kekayaan debitur haruslah disita terlebih dahulu, yang merupakan penyitaan yang didasarkan atas titel eksekutorial, sehingga disebut sita eksekutorial.
· Eksekusi suatu putusan perdata dimulai dengan sila eksekutorial, kecuali telah ada sita conservatoir sebelumnya. Apabila telah ada sita conservatoir akan berubah menjadi sita eksekutorial, sehingga sita ini dinyatakan sah dan berharga.
· Tujuan sita conservatoir untuk menjamin terlaksananya putusan yang berfungsi pembekuan harta kekayaan, sedangkan pada sita eksekutorial fungsinya penjualan harta kekayaan debitur.
· Eksekusi tidak dapat dilakukan kedua kali
Apabila eksekusi telah dilakukan dan barang yang dieksekusi telah diterima oleh pemohon eksekusi, kemudian diambil kembali oleh termohon eksekusi maka eksekusi tidak bisa diulangi kembali, sehingga eksekusi harus dijalankan dengan tuntas.
Jika demikian halnya ia dapat melaporkan kepada polisi degan tindakan pidana atau menggugat kembali untuk memperoleh haknya.
· Sita Eksekusi (Eksekusi Beslag)
· Menurut Pasal 208 (1) R.Bg/197 (1) HIR ditemukan bahwa sita eksekusi merupakan tahap lanjtan dari adanya peringatan didalam hal eksekusi. Dilakukannya sita eksekusi karena sita eksekusi merupakan penyitaam yang dilakukan terhdap harta Kekayaan Tergugat sebagai pihak yang kalah setelah dilampauinya tenggang waktu peringatan yang diberikan kepadanya.
· Sita eksekusi juga dimaksudkan sebagai jaminan mengnai sejumlah uang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat. Untuk melunasi pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat maka dilakukan lelang terhadap harta kekayaan Tergugat yang telah disita.
· Perbedaan Sita Jaminan dengan Sita Eksekusi
· Apabila diperhatikan antara CB dengan ED hampir tidak ada perbedaan karena keduanya mempunyai tujuan yang sama untuk pemenuhan gugatan Penggugat agar kemenangarmya memiliki rnakna yang sebenarnya, artinya dapat dinikmati kembali apa yang menjadi haknya yang sudah dirampas/dikuasai oleh Tergugat. Kedua macam sita ini merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan atas permohonan pihak Penggugat.
· Perbedaannya hanya terletak pada waktu dilakukannya penyitaan di mana CB dilakukan pada saat proses pemeriksaan perkara berlangsung, sedangkan exccutoir Beslag dilakukan •pada saat perkara yang bersangkutan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dilakukan dalam rangka proses eksekusi. Selanjutnya CB dapat dilakukan untuk semua jenis perkara, sedangkan EB hanya dilakukan dalam hal kepentingan pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat.
· Apabila dalam pemeriksaan perkara yang bersangkutan belum diletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag), maka sita eksekusi (executorial Beslag) yang

dilakukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan tahap awal dari proses eksekusi untuk pembayaran sejumlah uang. Akan tetapi apabila telah diletakkan sita jaminan sebelumnya, maka pada saat putusan dijaluhkan sita jaminan dinyatakan sah dan berharga dan sekaligus berubah menjadi sita eksekusi (executorial Beslag), sehingga tahap selanjutnya langsung dilakukan teguran sebagai peringatan (aanmanning) dan setelah tenggang waktu dilampaui langsung dilanjutkan dengan perintah pelelangan terhadap barang-barang yang telah tercantum dalam sita jaminan tersebut.
· Tata Cara Peletakan Sita
· Untuk menghindari agar tidak mceimbulkan masalah di kemudian hari, maka pada saat melakukan penyitaan harus diperhatikan beberapa hal berkaitan dengan tata cara dan syarat-syarat penyitaan yaitu:
· Sita Jaminan sebagai perintah Hakim/Ketua Pengadilan Negeri (dibuat dalam bentuk Penetapan (beschikking);
· Dilaksanakan oleh Panitera dan bila berhalangan dapat digantikan pegawai pejabat lain berdasarkan penujukan Panitcra yang bersangkutan dan lazimnya dilakukan oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti
· Dalam pelaksanaan sita Jurusita dibantu 2 (dua) orang saksi
· Pelaksanaan sita dilakuknn di tempat dan langsung mendatangi di tempat;
· Penyitaan dilakukan terhadap barang milik Tergugat atau dalam hal sita Revindicatoir terhadap barang tertentu milik Penggugat yang dikuasai Tergugat seperti tersebut dalam gugatan, dan hal ini sekedar cukup untuk menjamin pelaksanaan putusan nanti.
· Dalam penyitaan terhadap sebidang tanah dengan atau tanpa rumah, maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 213 dan 214 R.Bg/227 (2) jo Pasal 199 HIR).
· Barang yang sita harus tetap berada dalam kekuasaan Tergugat (Tersita). Penyitaan dilakukan untuk kepentingan Penggugat apabila gugatannya dikabulkan, tetapi barang yang disita tersebut tidak boleh langsung dikuasai atau dititipkan kepada Penggugat sebelum perkara tersebut selesai diperiksa dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
· Dalam praktek memang ditemukan penyimpangan dalam penyitaan terhadap barang sengketa berupa tanah sawah atau tambak, dengan dikabulnya sita maka Penggugat menganggap telah dapat menikmati hasil dari sawah atau tambak yang belum dipanen tersebut.
· Tata Cara Melakukan Sita Eksekusi
Mengenai tata cara pelaksanaan sita eksekusi diatur dalam Pasal 208, 209 dan Pasal 210 R.Bg/Pasal 197, 198 dan Pasal 199 HIR yang intinya adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan, hal ini dapat terjadi dalam hal: (1) Tergugat tidak menghindari panggilan/pemberitahuan teguran tanpa alasan yang sah. Jika demikian halnya maka sejak tanggal tersceut Ketua Pengadilan Negeri secara exofficio dapat memerintahkan sita eksekusi berupa surat penetapan yang ditujukan

kepada panitera atau jurusita (2). Tergugat tidak memenuhi isi putusan selama masa peringatan. Selama tenggang waktu yang diberikan undang-undang 8 (delapan) hari telah terlampaui dan ternyata Tergugat tetap tidak memenuhi isi putusan, maka sejak tanggal tersebut Ketua Pengadilan Negeri berwenang mengeluarkan surat perintah sita eksekusi.
2. Sita Eksekusi dilaksanakan Panitcra atau Jurusita.
Perintah eksekusi yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri dilaksanakan oleh Panitera atau Jurusita (Pasal 209 (2) R.Bg/197 (2) HIR). Perintah tersebut berupa perintah untuk menyita sejumlah atau seluruh harta kekayaan Tergugat. Oleh karena penyitaan dilakukan harus seteliti dan secermat mungkin, maka seyogyanya (sepatutnya) pada saat dilakukan penyitaan dilakukan perkiraan terhadap nilai barang yang disita dengun perbandingan jumlah kewajiban yang harus dipenuhi Tergugat, sehingga akan terhindar dari pelaksanaan sita yang melampaui batas.
3. Pelaksanaan sita dibantu oleh 2 (dua) orang saksi.
Pasal 210 (I) R.Bg/197 (6) HIR menentukan syarat formal bahwa panitera atau Jurusita yang melaksanakan sita harus dibantu dan disaksikan oleh 2 (dua) saksi yang menyebut identitas secara jelas nama, pekerjaan dan tempat tinggal dari kedua saksi tersebut harus dicantumkan dalam berita acara sita eksekusi serta ditandanganinya. Berita Acara Eksekusi harus ditanda tangani oleh pejabat yang melaksanakan sita dan saksi yang ikut dalam pelaksanakan penyitaan tersebut.
4. Sita Eksekusi dilaksanakan di tcmpat barang yang hendak disita.
Panitera atau Jurusita harus datang ke tempat di mana barang-barang yang hendak disita itu berada bersama-sama dengan kedua orang saksi, hal ini dimaksudkan agar dapat melihat secara langsung barang itu sendiri, baik jenis, ukuran serta letaknya. Tidak dibenarkan melakukan penyitaan yang didasarkan pada kira-kira atau dugaan belaka, melainkan harus memperoleh suatu kepastian bahwa yang hendak disita itu merupakan benar-benar milik Tergugat sebagai pihak yang kalah . Apabila barang yang akan disita itu berupa tanah atau rumah, maka perlu ditanyaknn kepada Kepala Desa dan Kantor BPN setempat mengenai status dari bangunan yang bersangkutan, termasuk meneliti surat-surat yang berhubungan dengan barang dimaksud serta dapat menanyakan kepada tetangga tanah atau rumah yang akan disita.
5. Membuat Berita Acara Sita Eksekusi
Berita Acara Sita Eksekusi dapat dijadikan sebagai bukti otentik dari pelaksanaan tindakan sita eksekusi yang merupakan tanggung jawab dari tindakan yustisial pada Ketua Pengadilan Negeri dan pelaksanaannya dilakukan oleh Panitera atau Jurusita (Pasal 210 ayat (I) R.Dg/197 (5) dan (6) HIR).
6. Barang yang disita tetap berada pada Tersita.
Dengan diadakannya penyitaan tetap tidak mengubah makna dan tujuan dilakukannya sita, penyitaan merupakan jaminan pemenuhan kewajiban Tergugat apabila gugatan itu dikabulkan. Sedangkan pelaksanaan sita eksekusi merupakan tahapan ke arah penjualan lelang dan tidak dapat diartikan sebagai pelepasan hak

milik Tergugat terhadap miliknya karena kepemilikannya masih tetap beroda pada barang yang disita tersebut (Pasal 212 R.Bg/197 (9) H IR).
· Prosedur Sita Eksekusi
Prosedur Sita Eksekusi adalah sebagai berikut:
1. Pemohon mengajukan permohonan sita eksekusi kepada pengadilan, setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak dijalankan oleh Tergugat dengan cara sukarela.
2. Ketua Pengadilan meneliti semua surat-surat yang berhubungan dengan permohonan sita eksekusi, kemudian dilakukan tindakan-tindakan persiapan dan dengan sebuah penetapan, dilakukanlah pemanggilan terhadap tereksekusi untuk di aanmanning maksimal 8 (depalan) hari, terhitung sejak aanmanning dilakukan.
3. Apabila Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut, dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan/dipertanggungjawabkan, maka ketidakhadirannya tersebutdapat dibenarkan dan si tergugat harus dipanggil kembali untuk diaanmanning.
4. Apabila ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang dapat dibenarkan/diterima maka:
· Gugur hak Tergugat untuk di aanmanning kembali;
· Tidak perlu untuk dipanggil kembali;
· Ketua pengadilan dapat langsung mengeluarkan perintah eksekusi berupa penetapan, terhitung sejak Tergugat tidak memenuhi panggilan.
5. Berdasarkan penetapan eksekusi, Ketua Pengadilan memerintahkan kepada Jurusita atau Jurusita Pengganti untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap Tergugat (yang kalah).
6. Jurusita atau Jurusita Pengganti membuat Berita Acara Sita eksekusi yang termuat nama barang atau benda-benda apa saja yang dieksekusi:
1. Jurusita atau Jurusita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk itu;
2. Jurusita alau Jurusita Pengganti sebelum melaksanakan eksekusi terhadap Tersita/Tergugat, terlebih dahulu memberitahuka kepada Tersita, setidaknya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan sita eksekusi dilaksanakan, agar si tersita tidak memindah tangankan barang-barang yang akan disita;
3. Jurusita atau Jurusita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya, memberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah setempat, bahwa terhadap si tersita akan dilaksanakan sita eksekusi atau setidak-tidaknya Kepala Desa/Lurah hadir pada waktu sita eksekusi itu dilaksanakan;
4. Jurusita atau Jurusita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan alat negara/Polri
5. Setelah sita eksekusi dilaksanakan, oleh Jurusita/Jurusita Pengganti dan saksi-saksi serta si tersita menanda tangani berita acara sita tersebut;

6. Terhadap barang-barang/benda-benda yang telah disita eksekusi menjadi tanggung jawab Jurusita atau Jurusita Pengganti untuk mengawasinya, dan oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti melaporkannyn kepada Ketua Pengadilan.
· Apa saja yang dapat disita :
1. Barang-barang bergerak milik pihak yang dikafahkan baik dalam tangannya maupun di tangan orang lain;
Barang bergerak dapat berupa: uang, surat berharga, barang bergerak yang bertubuh.
2. Piutang dari pihak terhukum yang dapat ditagih dari pihak ketiga.
3. Barang tetap milik terhukum.
· Barang-barang yang telah disita tidak dapat dialihkan/memindahkan, membebani atau menyewakan kepada pihak lain.
· Pasal 231 KUHP mengancam dengan pidana barang siapa yang menjauhkan/ menyembunyikan barang yang disita.
· Pencabutan Sita
· Berdasar penolakan gugatan - diangkat dalam putusan akhir/amar, bila tidak tercantum dalam amar maka CB, maka harus melalui gugatan meminta pembatalan dan perintah pengangkatan sita.
· Dibarengi Penggantian Jaminan:
· Pencabutan atas permintaan;
· Tersita menunjuk barang pengganti;
· Barang Pengganti  harus cukup.
· Penggugat tidak dapat membuktikan - lewat sidang pemeriksaan
· Berdasarkan kekeliruan :
· Bukan milik Tergugat;
· Tidak sesuai mengenai jenis/jumlah/ukuran/batas letak barang.
· Berdasarkan deden verzet pihak ketiga. Sita Niet Bevinding
Sita Niet Bevinding adalah barang yang disita sesuai dengan penunjukan Penggugat dalam permohonan tidak ditemukan di lapangan.
· Secara nyata barang tidak ditemukan;
· Secara nyata barang tidak ada;
· Sifat dan jenis tidak cocok dengan yang dikemukakan Penggugat;
· Batas dan luas tidak sesuai dengan kenyataan

· Tata Cara Niet Bevinding (NB)
· Membuat Berita acara Niet Bevinding
· Pernyataan Niet Bevinding di siding
· NB tidak menghapus hak mengajukan permohonan CB baru
· Sita
Penyelesaian (Vergelejikende Beslag)
· Asas Vergelejikende Beslag (VB):
Terhadap Barang yang sama dalam waktu yang sama hanya boleh satu kali diletakkan CB (Pasal 463 RV).
· VB: Permohonan sita yang kedua menyesuaikan diri kepada sita jaminan yang terdahulu.
· Perlawanan terhadap Eksekusi
· Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ke-3 tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, tetapi dapat juga terhadap hak-hak lain, hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa, dll.
· Perlawanan pihak ke-3 diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 197 (6) dan (7) HIR).
· Perlawanan ini tidak menangguhkan eksekusi, kecuali jelas-jelas benar dan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan sampai dijatuhkan putus oleh hakim.
· Putusan terhadap perlawanan pihak ke-3 dapat diajukan upaya hukum.
· Perlawanan Pihak Ketiga
· Perlawanan Pihak Ke-3 terhadap sita eksekusi/sita jaminan dapat diajukan atas dasar hak milik, hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa, dll.
· Pemegang hak harus dilindungi dari suatu sita eksekusi karena pemegang hak tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara.
· Pemegang hak tanggungan (tanah dan rumah) yang dijamin kepadanya disita, maka berdasarkan klausula yang terdapat dalam perjanjian dengan debitur langsung dapat meminta eksekusi kepada Ketua PN atau Kepala PUPN.
· Apabila pihak ke-3 dapat membuktikan bahwa ia mempunyai atas hak atas barang yang disita, maka ia dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita tersebut diperintahkan untuk diangkat, sebaliknya apabila tidak dapat membuktikan bahwa ia sebagai pemilik barang yang disita maka pelawan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur dan sita akan dipertahankan.
· Perlawanan yang diajukan oleh suami/ isteri terhadap harta bersama yang disita, tidak dibenarkan karena harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran hutang isteri/suami yang terjadi dalam perkawinan dan harus ditanggung bersama.
· Apabila yang disita harta bawaan/harta asal suami/isteri maka isteri/suami dapat mengajukan perlawanan pihak ke-3 dan perlawanannya dapat diterima, kecuali:
· Suami/isteri menikah berdasarkan BW dengan persatuan harta atau membuat perjanjian perkawinan berupa persatuan harta kekayaan.

· Suami/isteri tersebut telah ikut menanda tangani surat perjanjian hutang, sehingga harus ikut bertanggung jawab.
· Perlawanan pihak ke-3 merupakan upaya hukum luar biasa dan pada asasnya tidak menangguhkan eksekusi.
· Eksekusi harus ditangguhkan oleh Ketua PN yang memimpin eksekusi apabila perlawanan benar-benar beralasan. Sertifikat tanah yang akan dilelang sejak semula jelas tercatat atas nama orang lain, atau BPKB jelas sejak lama atas nama pelawan. Apabila tanah/ mobil tersebut baru saja tercatat atas nama pelawan, maka ada kemungkinan diperoleh setelah barang itu disita, maka perolehan barang tersebut tidak sah dan perlawanan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar.
· Perlawanan pihak ke-3 terhadap sita jaminan (conservatoir atau revindicatoir) tidak diatur dalam HIR, R.Bg atau RV tetapi tedapat dalam yurisprudensi. Perlawanan yang diajukan oleh pihak ke-3 atau pemilik barang yang disita dapat diterima (Pts MA No.306 K/Sip/1962, 31-10-1962).
· Penangguhan Eksekusi
· Eksekusi dapat ditangguhkan oleh Ketua PN yang memimpin eksekusi dalam hal sangat mendesak dan Ketua PN berhalangan, wakil Ketua PN dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda.
· Dalam rangka pengawasan atas jalannya peradilan yang baik, Ketua PT selaku voorposl dan MA dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda atau diteruskan. Dalam hal sangat mendesak dan Ketua PT berhalangan maka wakil Ketua PT dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda.
· Wewenang untuk menagguhkan eksekusi atau diteruskan puncaknya berada pada Ketua MA, jika Ketua MA berhalangan dilaksanakan oleh Wakil Ketua MA.
· Putusan Non Executable
· Putusan yang telah BHT dapat dinyatakan non eksekutable oleh Ketua PN apabila:
1. Harta kekayaan Tergugat tidak ada :
(a) Secara mutlak tidak ada (habis dijual, bencana alam)
(b) Saat eksekusi Pemohon eksekusi tidak mampu menunjukkan harta kekayaan
(c) Barang tidak ditemukan di lapangan.
2. Putusan yang bersifat dekralatoir dan konstilutif;
3. Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/Termohon eksekusi (berada di tangan pihak ke-3);
4. Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan;
5. Barang eksekusi dalam persewaan orang lain;
6. Barang eksekusi dijaminkan orang lain;

7. Tanah eksekusi tidak jelas batasnya;
8. Tanah eksekusi berubah menjadi milik Negara;
9. Objek eksekusi berada di luar negeri;
10. Adanya dua putusan yang saling bertentangan;
11. Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan

· Ketua PN tidak dapat menyatakan suatu putusan non eksekutabel sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali bersifat deklaratoir/konstitutif.
· Penetapan non eksekutabel harus didasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Jurusita yang diperintahkan untuk melaksanakan eksekusi tersebut.
· Penawaran Pembayaran Tunai dan Konsignasi
· Penawaran Pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan/konsignasi merupakan salah satu sebab hapusnya perikatan
· Jika si berpiutang menolak pembayaran dari yang berhutang, maka pihak yang berhutang dapat melakukan pembayaran tunai  hutangnya dengan menawarkan pembayaran yang dilakukan oleh jurusita dengan disertai 2 orang saksi.
· Apabila yang berpiutang menolak menerima pembayaran maka uang tersebut dititipkan pada kas kepaniteraan PN sebagai titipan/konsignasi.
· Penawaran dan penitipan tersebut harus disahkan dengan penetapan hakim .

· Cara-cara Konsignasi
· Yang berhutang mengajukan permohonan tentang penawaran pembayaran dan penitipan tersebut ke PN yang meliputi tempat dimana persetujuan pembayaran harus dilakukan (debitur sebagai pemohon dan kreditur sebagai termohon).
· Dalam hal tidak ada persetujuan tentang tempat pembayaran maka permohonan diajukun ke PN dimana termohon (pribadi) bertempat tinggal atau tempat tinggal yang telah dipilih.
· Permohonan konsignasi didaftar dalam register permohonan.
· Ketua PN memerintahkan jurusita PN dengan disertai oleh 2 orang saksi, dituangkan dalam surat penetapan untuk melakukan penawamn pembayaran kepada si berpiutang  pribadi di tempat tinggal atau tempat yang dipilihnya.
· Jurusita dengan disertai 2 orang saksi menjalankan perintah Ketua PN tersebut dan dituangkan dalam berita acara tentang pernyataan kesediaan untuk membayar (aanbod van gereede betaling).
· Kepada pihak berpiutang diecrikan salinan dari berita acara tersebut.
· Jurusita membuat berita acara pemberitahuan bahwa karena pihak berpiutang menolak pembayaran, uang tersebut akan dilakukan penyimpanan (konsignasi) di kas kepaniteraan PN yang akan dilakukan pada hari, tanggal dan jam yang ditentukan dalam berita acara tersebut.

· Pada waktu yang telah ditentukan, jurusita dengan disertai 2 orang saksi menyerahkan uang tersebut kepada panitera PN dengan menyebut jumlah dan rincian uangnya untuk disimpan dalam kas kepaniteraan PN sebagai uang konsignasi.
· Agar pernyataan kesediaan untuk membayar yang diikuti dengan penyimpanan sah dan berharga, harus diikuti dengan pengajuan permohon oleh si berhutang terhadap piutang sebagai termohon kepada PN dengan petitum.
· Menyatakan sah dan berharga penawaran pembayaran dan penitipan sebagai konsignasi.
· Menghukum pemohon membayar biaya perkara.
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